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ABSTRAK

Nama : Sandy Wardhana
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul : Implementasi Basel II Sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai ketentuan perbankan vang di sebut dengan Basel I
Ketentuan tersebut telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan oleh
seluruh bank di Indonesia paling lambat tahun 2011. Meski demikian ditenggarai
ketentuan Basel II tersebut inerupakan salah satu alat neo-kolonialisme oleh pihak
asing di Indonesia, karena mengandung potensi-potensi ancaman dibaliknya. Penulis
mencoba menjabarkan ketentuan Basel II tersebut sebagai alat neo-kolonialisme
dengan melibat aspek sejarah, organisasi-organisasi dibalik ketentuan tersebut, latar
belakang implementasi, maupun akibat yang ditimbulkan. '

Kata kunci:
Perbankan, bank, perjanjian Basel, neo-kolonialisme, pasar bebas, IMF

ABSTRACT
Name : Sandy Wardhana
Study Program: Kajian Ketahanan Nasional
Title : Implementasi Basel II SebagaiAlat Neo-Kolonialisme di Indonesia

This thesis will focus on study of banking regulation call Basel II accord. This
regulation has been a mandatory regulation to implement by all banks Indonesia by at
the latest 2011.However, many have thought that this regulation is mainly a tool for
neo-colonialism in Indonesia because the potential threats that it has. Writer tries to
analyze Basel II regulation as a neo-colonialism from the historical, organizational,
the back ground of implementation and the result of implementation perspective.

Key word:
Banking, Basel accord, neo-colonialism, free market, IMF
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi
atas dana yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat
dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jika sebuah bank mengalami kegagalar,
dampak yang ditimbulkan akan meluas dan mempengarthi nasabah, lembaga-
lembaga yang imenyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan
akan menciptakan dampak sistemik secara domestik maupun intermasional
tergantung dari skala dari bank tersebut.'

Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka
operasional bank perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk
menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan.'Salah satu peraturan
vang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalzh peraturan mengenal
permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan
terjadinya kerugian.

Pada tahun 1988 para bankir bank sentral dari negara G-10 menyatakan
bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang tertuang dalam “International
convergence of supervisory regulations governing the capital adequacy of
international banks’®. Pertemuan yang berlangsung di Basel, Swiss tersebut
merupakan awal mula perjanjian Basel. Para bankir sentral bank sepakat bahwa
untuk menjaga “level of fairness” dalam industri perbankan maka bank
diwajibkan untuk memiliki modal minimum sebesar 8% atan lebih dan
"menuntut” agar bank-bank yang masih memiliki modal minimum dibawah 8%

untuk menaikkan modalnya. Komite Basel merancang Basel 1 sebagai standar

! (Indonesia, Bank); Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank
Indonesiahttn://wwne. bi.po.id/web/id/Kamus. him?id=M&start=1 &curpage=9 &search=False&

rule=forward

! (Kapstein, 1994, p. 105); Kapstein, E. B. (1994). Governing the global economy:

international finance and the state. Cambridge: Harvard University.
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yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposumya (risiko)
kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur.
Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua
nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa
memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit
dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah. Sejalan dengan
semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS
kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 accord
dengan mengeluarkan konsep permod;xlan baru yang lebih di kenal dengan Basel
II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar perjanjian Basel yang pertama yang
membernkan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap
risiko (risk sensitive} serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas
penerapan imanajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian
persyaratan modal dengan nsiko dari kerugian kredit dan juga dengan
memperkenalkan perubahan perhitungan modal dan eksposur yang disebabkan
oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem
keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis
risiko, supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel II
disusun berdasatkan forward-looking approach yang memungkinkan uvntuk
dilakukan penyempumaan dan penyesuaian dari wakiu ke waktu, Hal ini untuk
memastikan bahwa framework Basel 11 dapat mengikuti perubahan yang terjadi di
pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Bank Indonesia pada taiun 2003 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
yang isinya mewajibkan bank-bank umum di Indonesia untuk menerapkan prinsip
manajemen risiko atau dengain kata lain menerapkan ketentuan Basel 11.

Permasalahannya ialah apakah Basel II yang disebut — sebut sebagai suatu
standar yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perbankan di dunia memang
bertujuan seperti itu atau ada hal — hal lain yang tersembunyi yang justru
menyimpan risiko besar lainnya terhadap negara — negéra yang menerapkannya?

Karena meskipun perjanjian Basel disebutkan tidak bersifat mengikat namun pada
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kenyataannya bank-bank yang berasal dari negara-negara yang tidak mengadopsi
ketentuan tersebut akan kesulitan untuk bersaing dilevel internasional. Hal ini
dikarenakan bank-bank yang berasal dari negara yang tidak mengadopsi
perjanjian Basel akan dikenakan biaya transaksi yang jauh lebih tinggi. Situasi
semacam itu bisa dikatakan sebagai tindakan “pemaksaan secara halus™ agar
setiap negara melakukan implementasi perjanjian Basel. Hal tersebut diperkuat
dengan cara masuknya perjaijian Basel tersebut di kebanyakan negara melalui
mekanisme prasyarat yang diwajibkan oleh lembaga-lembaga kenangan dunia
untuk mencairkan bantuannya. ‘

Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai perjanjian Basel 1l ini ada
baiknya kita menelaah terlebih dahulu mengenai Bank of International Settlement
{BIS) organisasi yang membidani lahirnya perjaniian Basel tersebut. Bank of
international Settlement (BIS) merupakan sebuah organisasi internasional yang
beranggotakan bank seniral-bank sentral di seluruh dunia. Sebagai sebuai
organisasi yang menaungi bank seniral di seluruh dunia BIS berusaha untuk
membuat kebijakan moneter lebih mudah untuk diperkirakan dan transparan bagi
seluruh anggotanya yang berjumnlah 57 bank sentral. Meskipun kebijakan moneter
merupakan kewenangan dari masing-masing negara, namun praktik perbankan
pada kenyataanya sangat tergantung dari masing-masing bank sentral. Kegagalan
dalam pengawasan perbankan ini akan dapat mempengaruhi nilai pertukaran mata
uang dan perekonomian pada umumnya. Disinilah peran BIS sebagai organisasi
pengawas sentral bank untuk memastikan bahwa kebijakan moneter pada masing—
masing negara dapat berjalan secara selaras sehingga terhindar dari bencana
ekonomi dunia.

Didirikan pada tahven 1930, oleh Gubemur Bank Sentral Inggris,
Montague Norman, dan koleganya Hialmar Schacht, calon menteri keuangan
Adolf Hitler’. Bank ini dibentuk dengan maksud untuk memfasilitasi transfer
uang yang timbul karena perjanjian perdamaian. BIS merupakan suvatu organisasi

perbankan yang sahamnya dimiliki baik oleh pemernintah maupun oleh

¥ (Toniolo, 2003, p. 61); Toniolo, G. (2005). Central Bank Cooperation at the Bank for
International Settlements, 1930-1973. New York: Cambridge University Press.
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perorangan. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat dan Perancis memutuskan
untuk menjual saham merei(a kepada investor perorangan.

BIS merupakan organisasi yang mempelopori pembentukan komite Basel
yang beranggotakan 12 anggota dan menjadi perumus perjanjian Basel. Saat ini
para anggota BIS pada umumnya juga merangkap jabatan—jabatan strategis
lainnya di lembaga-lembaga keuangan dunia, antara lain anggota dewan direksi
BIS, Mario Draghi, mantan gubernur bank sentral Itali, yang dimasa
kepemimpinannya banyak melakukan privatisasi perusahaan — perusahaan
nasional, yang juga merupakan anggota Governing and General Council dari
European Cenfral Bank, dan juga anggota dewan direksi International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD-salah satu institusi World Bank Group)
dan Asian Development Bank (ADB) serta ketua dari Financial Stability Forum
yang berubah nama menjadi Financial Stability Board pada tahun 2009".

Pembenian wewenang pengaturan perekonomian dumia kepada pihak -
pinak perorangan merupakan suatu hal yang sangat riskan dan berbahaya.
Tuntutan keterbukaan yang diserukan oleh Basel Committee, FSF, IMF, dan lain
sebagainya bagaikan pedang bermata dua. Keterbukaan informasi kepada pihak —
pihak di luar negara, serta kontrol moneter melahni pengaturan modal minimum
maupun pencadangan terhadap kredit membuat bank sentral, terutama di negara —
negara berkembang dan dunia ketiga, tidak memiliki wewenang yang cukup
untuk menentukan arahan perekonomian negerinya sendiri.

Kasus kolapsnya perekonomian Jepang pasca penerapan ketentuan Basel I

menjadi contch nyata betapa berkuasanya aktor—aktor yang duduk di BIS ini°.

4 (Wikipedia); Wikipedia. (nd.). Retieved May 8, 2010, from
http:/fen wikipedia,org/wiki/Maric_Draghi; hubungan antara BIS, World Bank Group, IMF dan
institusi-institusi kevangan yang lain akan dibahas lebih lanjut pada bab 3.

5 (Grover); Grover, D. (nd.). Retrieved may 8, 2010, from
http:/fwanv.mailstar.net/baste himl; David Grover mempertanyakan mengapa pada pertengahan
tahun 198C-an Jepang yang pada saat itu merupakan kekuatan besar dalam bidang perbankan
banya memiliki pengaruh vang sangat kecil dalam penerapan Basel accord. Hasil analisanya
menggambarkan adanya kekuatan yang lebih besar yang menekan perbankan Jepang pada saat itu,
yaitu kekuatan para bankir internasional. Penjelasan mengenai bankir internasional akan dijetaskan
pada bab 3.
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Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwa setelah para bankir bank sentral dari
negara-negara G-10 menyepakati perjanjian Basel pada tahun 1988 maka mereka
membawa hasil pertemuan tersebut kepada sentral bank Jepang dan menuntut
mereka untuk menerapkan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh bankir
anggora G-10. Negosiasi ini berjalan dengan alot terutama terhadap dua hal yang
menjadi perhatian bankir Jepang, yaitu: 1} kesepakatan mengenai definisi capital
{(modal) dan seberapa besar modal minimum yang Larus disediakan, dan 2)
maengenai nerbedaan jurnlah modai minimum yang diterapkan akan menimbulkan
keunntungzn kempetitif bagi bank negara iersebut.

Bagi Amerika Serikat kesepakatan tersebut bertujuan untuk menyamakan
level kompetisi antara bank Amerika dan bank Jepang yang pada saat itu sudéh
mulai menguasai pasar perbankan di Jepang karena rendahnya bunga kredit yang
dapat mereka berikan. Namun pada tahun 1990, seluetaris komite Basel, Peter
Hayward menyatakan bahwa perjanjian Basel bukan diciptakan untuk menjamin
fevel of fairness dari industn perbankan namun untuk mengamankan keberadaan
sistem perbankan internasional dan untuk mengamankau kepentingan para
”sponsof’nyaﬁ. Hal tersebut mencuatkan anggapan bahwa perjanjian Basel
digunakan sebagai alat untuk menutupi sekaligus melanggengkan kepentingan
mercantilism pihak-pthak pengusungnya’.

Dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh para bankir bank sentral
negara G-10 tersebut dan dimotori oleh bankir bank sentral Amerika Serikat dan
Inggris maka Jepang secara otomatis berada pada kedudukan yang lemah di meja
perundingan. Meskipun pada tahun 1980-an para bankir Jepang memiliki market
share kredit yang cukup besar di Amerika Serikat namun karena ketergantungan
Jepang yang tinggl terhadap Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan
ekonomi (Amerika Serikat merupakan negara pengimpor utama dari Jepang)

membuat Jepang tidak mampu entuk mentransformasikan besarnya hutang yang

¢ (Kapstein, 1994, p. 1i4); Kapstein, E. B. (1994). Governing the global economy:
international finance and the state. Cambridge: Harvard University.

7 Penjabaran mengenai mercantilism akan dituangkan pada bab 2, dan mempakan salah
satu paham yang mendasari ieori neokolonialisme. Pemahaman mengenai perkembangan
mercantilism akan memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif terhadap tindakan para

bankir internasional di dunia perekonomian modern.
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diberikan kepada Amerika Serikat menjadi kekuvatan yang sebenarnya yang
biasanya terjadi dalam hubungan antara negara pemberi hutang dengan negara
penghutangnya.

Dengan ancaman akan di exclude dalam hubungan perankan dunia, maka
Jepang menyetujui adopsi ketentuan Basel tersebut. Pada saat itu efek dari adopsi
modal minimum perbankan belum memberikan efek yang signifikan bagi Jepang
dikarenakan masih tingginya pernasukan dar investasi pasar modalnya. Namun
ketika pasar modal Jcpang mengalami kepoucangan pada tahun 1990 baru
ketentuan Basel mulai memberikan efek kepada perekonomian Jepang. |

Pada saat perjanjian Basel mengenai modal minimum sebesar 8%
diterapkan di Jepang maka para bankir Jepang dihadapkan pada pilihan
menambah modal mereka atau mengurangi jumlah kredit yang telah mercka
salurkan®. Dikarenakan untuk menambah modal perbankan bukanlah hal yang
mudah maka para bankir Jepang lebih memilik untuk mengurangi jumlah kredit
yang telah mereka salurkan. Dimulai dengan kredit luar negenn kemudian
dilanjutkan dengan kredit di dalam negeri. Pengurangan jumlizh kredit di dalam
negeri tersebut merupakan salah satu pencetus dari resesi ekonomi yang
menghantam Jepang pada awal 1990-an. Sektor properti merupakan sektor yang
mengalami efek paling buruk, harga-harga properti di Jepang melambung dengan
sangat tinggi bahkan di distrik Ginza harga properti mencapai USD 1 juta per
meter persegig.

Ditambah dengan tindakan para bankir Jepang pada waktu itu yang
berharap untuk mendapatkan keuntungan berlebih dengan ketentuan yang
memperbolehkan bank untuk memiliki sahain di perusahaan-perusahaan yang
mendapatkan pinjaman dari mereka, sehingga ketika perusahaan tersebut
mendapatkan keuntungan maka bank juga akan mendapatkan keuntungan yang
berlipat baik dari bunga pinjaman maupun dari peningkatan harga sahamnya.

Namun dikarcnakan tindakan pengurangan bahkan pemotongan kredit yang

! (Gardiner); Gardiner, G. (nd). Retrieved May 8, 2010, from

hitp:/Avwnw.mailstar.net/basle. html
°  (Wikipedia); Wikipedia. {(n.d.). Retrieved May 8, 2010, from
http:/fen.wikipedia.org/wiki/Japanese_asset_price_bubble
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dilakukan pada saat itu sebagai akibat dari implementasi ketentuan modal
minimum, maka juralah kepemilikan mereka juga berkurang sehingga mengurangi
kemampuan finansial bank itu sendiri. Efek spiral dari hal tersebut mengakibatkan
perbankan Jepang mengalami kebangkrutan secara total, bahkan operasional
mereka perlu didukung secara penuh oleh pemerintah bahkan bisa dikatakan
seluruh sistem perbankan Jepang telah dinasionalisasi oleh pemerintahnya.

Hal diatas menunjukkan bagaimana perjanjian Basel sebagai suvatu
konsensus internasional dapat dipergunakan sebagai alat yang digunakan oleh
negara-;legara atau pihak-pihek tertentu unfuk menguasai perekonomian suatu
negara.

Untuk mencegah hal yang serupa terjadi di Indonesia ini maka kita akan
melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap implementasi Basel II di
Indonesia, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi jika memang ternyata
penerapan keteutuan Base] II tersebut mengandung potensi risiko terhadap

kepentingan nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belalkang permasalahan diatas maka permasalahan utama
yang akan menjadi fokus pembahasan dan akan dijawab melalui penelitian ini
adalah “Apakah Basel II sebagai ketentuan perbankan merupaken perwujudan
dari alat neo-kolonialisme di Indonesia?”. Perlu ditegaskan bahwa meskipun
penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah ketentuan Basel II merupakan
suatu bentuk alat kolonialisme, namun untuk menjawab pertanyaan tersebut maka
penulis harus melakukan studi terhadap segala hal vang bergubungan dengan
Basel II tersebut, antara lain organisasi apa yang berwenang untuk menetapkan
ketentuan tersebut, bagaimanakah hubungan organisasi tersebut dengan
organisasi-orgamiasi kevangan lainnya, bagaimanakah sejarah perkembangan
organisasi lersebut, bagaimana metode-metode yang digunakan oleh para aktor
yang berada dibalik ketentvan tersebut untuk dapat membuat suatu negara
mengimplementasikan ketentuan tersebut, bagaimana implementasi ketentuan

tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian suvatu negara, dan

IMplementasi basel..., Sandy Wardhana, Pascasarjana Ul, 201bIniversitas Indonesia



11

bagaimana pengalaman di negara-negara selain Indonesia pasca implementasi
ketentuan Basel tersebut.

Jadi selain mempelajani apakah ketentuan Basel 11 tersebut, segala aspek
yang terkait dengan ketentuan tersebut akan juga menjadi obyek dari penelitian,
sehingga akan didapatkan suatu gambaran yang menyeluruh terhadap berjanjian
Basel Il dan apakah benar bisa dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan

suatu alat neo-kolonmalisme.

1.3 Potensi Ancaman

Scbagai suatu penelitian intelijen maka signifikansi paling pokok dari
topik penelitian terletak pada ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional
suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia. Dalam konteks tersebut setidaknya
terdapat tiga ancaman yang dapat diidentifikasi terkait dengan topik penelitian

yang terdapat dalam tesis int, yaitu:
1. Pembocoran rahasia negara tanpa disadari

Hal ini terjadi karena dalam penerapannya bank—bank nasional diwajibkan
untuk menyampaikan laporan kepatuhan terhadap prinsip Basel II' kepada
regulator yang dalam hal imi diwakili oleh Bank Indonesia, laporan-laporan
tersebut antara lain laporan profil misiko, laporan produk dan jasa baru, laporan
kerugian keuangan yang signifikan, Japoran publikasi dan akutansi.

Laporan-laporan tersebut jika dikompilasi akan memberikan gambaran
mengenai profil kewangan suatu negara saat ini dan dimasa mendatang.
Sedangkan bank-bank sentral sendiri memiliki agenda rutin untuk bertemu di
Basel, Swiss untuk membicarakan pelaksanaan prinsip Basel di negara masing—
masing. Metode pelaporan yang tersistemasi inilah yang mungkin akan kurang
disadari oleh pelaku ekonomi nasional memiliki potensi pembocoran rahasia

negara tanpa disadan.
2. Pengalihan oforitas keuangan kepada pihak asing

Pengalihan otoritas keuangan terhadap pihak asing dapat terjadi karena

pada prinsipnya negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian Base! akan
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tunduk kepada keputusan komite Basel, yang pada kenyataannya arah
kebijakannya ditentukan oleh segelintir pihal yang berpengaruh saja. Kenaikan
modal minimum perbankan akan menjadi salah satu contoh ketetapan komite
Basel yang akan berimbas banyak terhadap perekonomian nasional. Sedangkan
negara-negara anggotanya seperti Indonesia yang cuma memiliki sebagian kecil
suara dalam komite Basel akan tidak imemiliki pilihan selain patuh terhadap
apapun keputusan dari komite Basel tersebut. Karena ketidakpatuhan techadap
ketentuan Basel akan mengakibatkan perbankan dari suatu negara akan dikenakar
biaya premium terhadap transaksi intcrnasionalnya yang pada akhimya ‘akan

mematikan bisnis bank dari negara tersebut.
3. Perlambatan roda perekenomian oleh karena sistem risiko

Perlambatan roda perekonomian oleh karena salah satu bidang industri
dianggap mengandung risiko yang terlalu tinggi merupakan konsekuensi dari
diterapkannya ketentuan Basel. Risiko yang tinggi terhadap salah satu bidang
usaha akan mengakibatkan perbankan untuk tidak menyalurkan kredit terhadap
bidang tersebut yang pada akhirnya justru akan semakin memperlambat sektor
perekonomian itu sendiri.

Sistem rating/peringkat dalam ketentuan Basel akan membuat bank-bank
untuk berlomba-lomba untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor-sektor yang
dianggap paling menjanjikan. Sehingga untuk sektor-sektor yang tidak memiliki
rating bagus akan kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian dengan judul “Implementasi Basel 11 sebagai Alat
Neo-Kolonialisme di Indonesia” ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor—faktor apa yang.menjadi kriteria tindakan neo-
kolonialisme.
2. Untuk menentukan apakah impiementasi ketentuan Basel II .di Indonesia
merupakan suatu benfuk neo-kolonialisme dengan memperhitungkan
sejarah Basel I, keterkaitan aktor-aktor pendukung ketentuan Basel II,

dan latar belakang implementasi Basel 11 di Indonesia.
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3. Untuk menentukan potensi-potensi ancaman yang timbul dengan
mengimplementasikan ketentuan Basel II di Indonesia.

4. Untuk menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
pemerintah Indonesia sebagai antisipasi setiap risiko yang timbul akibat

mengimplementasi ketentuan Basel II tersebut.

1.5 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan peruvmusan permasalahan
diatas maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa neo kolonialisme merupakan
suatu bentuk baru dari kolonialisme yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk
menguasai suatu daerah atau negara lain diluar negara asal sebagai target
eksploitasi untuk meningkatkan kekayaan maupun kemakmuran penguasanya.

Neo kolonialisme paling mudah ditemukan dalam bentuk eksploitasi
secara ekonomi terhadap negara koloni. Eksploitasi secara ekonomi dapat
dilaksanakan melalui penanaman kekuasaan baik melalui jalur politik, sosial,
maupun budaya.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka kita akan dapat merumuskan
kesimpulan awal atau hipotesa penelitian, bahwa penerapan ketentuan Basel IT di
Indonesia yang dirumuskan oleh segelintir pihak dan masuk kedalam sistem
perbankan nasional melalui jalur politis dapat dikategorikan sebagai bentuk neo
kolenialisme terhadap Indonesia.

Hipotesa awal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut secara detail pada bab
pembahasan lebih lanjut.umum penelitian tentang “Basel I sebagai Alat Neo-

Kolonialisme di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini akan dilakukan secara
kualitatif melalui studi literatur, dan intelligence gathering terthadap informasi-
informasi open source terntama melalui internet. Informasi-informasi open source

yang didapat dirangkai berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan
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teori-teori yang didapat melalui studi literatur sehingga didapat informasi yang
komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis merasa bahwa di era informasi seperti saat ini dengan
perkembangan intemet yang begitu pesat, penelitian dengan menggunakan sumber
informasi terbuka bukan lagi menjadi halangan, bahkan untuk subyek-subyek
yang dikategorikan “rahasia”. Hal ini bahkan sudah disadari oleh para anggota
kongres Amerika Serikat melalui badan risetnya Congressional Research Service
(CSR) yang dinyatakan dalam salah satu hasil laporannya yaitu bahwa Open
" Source Intelligence (OSINT) di era informasi saat ini tidak dapat dipandang
sebelah mata lagi'’.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus dimana Central
Intelligence Agency (CIA) secara nyata melewatkan beberapa informasi open
source yang ternyata pada akhimya berujung pada suatu peristiwa besar dan
bernilai strategis bagi pemerintah Amerika Serikat, sebagai contoh ialah peristiwa
uji coba nuklir India pada tahun 1998 dimana ketua CIA pada waktu itu George
Tenet mengakui kepada émggota kongres Richard Shelby bahwa dirinya dan CIA
tidak memiliki petunjuk sama sekali terhadap peristiwa tersebut, padahal perdana
menteri India terpilih saat itu Atal Behari Vajpayee sempat mengemukakan

pendapat publik akan ketertarikannya terhadap teknologi nuklir'’.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dengan judul “Implementasi Basel II Sebagai Alat Neo-
Kolonialisme di Indonesia” ini terdiri dari lima bagian utama dangan sistematika
sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

'® (Richard A. Best, 2007); Richard A. Best, 1. (2007). Open Source Intelligence
{OSINT): Issues for Congress. Washington: Congressional Research Service,
" (Perkovich, 1999); Perkovich, G. (1999). India’s Nuclear Bomb. Berkeley: University

of California Press.
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Bab Pendahuluan akan menjelaskan secara singkat alasan penulis
mengangkat tema Implementasi Basel II sebagai Alat Kolonialisme di Indonesia
yang antara lain terkait dengan beberapa fakta yang ada bahwa: 1) Indonesia telah
menerapkan ketentuan tersebut. 2) Perjanjian Basel I disusun dan dihasilkan oleh
organisasi internasional (BIS) yang berafiliasi secara erat dengan IMF, dan Worid
Bank, doa organisasi yang oleh banyak pihak terutama oleh masyarakat negara-
negara berkembang didentikkan sebagai motor penggerak paham neo-
kolonialisme dengan mengusung ist globalisasi dan transparansi dalam setiap
gerakannya, 3) Adopsi perjanjian Basel yang mengandung beberapa risiko bagi
negara yang melakukannya, bahkan menimbulkan krisis ekonomi saat diterapkan
di Jepang.

Bab pendahuluan juga menampilkan 1eang lingkup penelitian yang akan
dibahas dalam penulisan tesis ini, tujuan penelitian, serta metodologi yang akan

digunakan.

BAB 2. TINJAUAN TEORI

Bab 2 akan menjelaskan landasan teori yang akan digunakan oleh penulis
untuk menyusun kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami fenomena
implementasi perjanjian Basel II. Selain digunakan sebagai alat bantu untuk
membuktikan apakah implemenentasi Basel Il memang dapat digolongkan dalam
suatu bentuk neo-kolonialisme, kerangka teori terutama digunakan untuk
membantu penulis maupun pembaca untuk memberikan arahan bagaimana Basel
Il sebagai salah satu ketentwan perbankan internasional dapat dihasilkan dan
dimanakah perannya dalam dunia ekonomi politik internasional.

Adapun dalam bab 2 ini penulis akan melakukan pembahasan terhadap
teori mercantilism, teori ekonomi liberal, teori neo-kolonialisme, serta teon

kebijakan moneter dan bank sentral.

BAB 3. PERJANJIAN BASEL DAN ORGANISASI YANG TERKAIT
Bab 3 akan menjelaskan mengenai perjanjian basel serta aktor-aktor yang
berperan dalam perjanjian Basel II yang dalam hal ini terdiri dan orang-orang

yang berpengaruh, organisasi-organisasi keuangan internasional, serta forum-
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forum keuangan internasional yang secara sistematis bekerja secara independen
namun bersinergi untuk mempromosikan paham neo-kolonialisme.

Adapun organisasi-organisasi yang akan dibahas dalam bab ini antara lain:
Bank of International Settlement (BIS), International Monetary Fund (IMF),
World Bank, dan Financial Stability Forum. Dengan membahas mengenai
organisasi-organisasi tersebut kita akan mendapatkan gambaran bahwa meskipun
organisasi-organisasi internasional tersebut beranggotakan banyak negara, namun
pada kenyataannya hanya dikendalikan oleh segelintir pihak yang berpengarmh
saja. y
BARE 4. BASEL 11 DI INDONESIA

Bab 4 akan menjelaskan mengenal perjanjian basel di Indonesia,
bagaimana perjanjian tersebut diadopsi oleh Indonesia, latar belakang
kejadiannya, peranan IMF di Indonesia, serta bagaimana implementasi perjanjian
basel di negara-negara lain serta akibat yang ditimbulkannya.

Dari penjabaran yang terdapat pada bab 4 ini kita akan mengetahui bahwa
penerapan perjanjian Basel tidak berasal dari inisiatif Indonesia sendiri, namun
lebih karena adanya paksaan dard pihak lain karena svatu kondisi yang
memungkinkan. Hal tersebut terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di
negara-negara lain, meskipun kejadiannya tidak selalu sama persis. Risiko-risiko
yang timbul akibat dari implemantasi perjanjian Basel juga akan dibahas dalam
bab ini.

BAB 5. KESIMPULAN

Bab 5 merupakan bab penutup dalam tesis ini. Di bab ini akan
disimpulkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya
dan kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran tersebut dengan
mempertimbangkan kerangka berpikir yang telah dirangkai dengan kenyataan
yang ada terkait dengan perjanjian Basel II. Dalam bab im juga akan dijabarkan
mengenai saran dan rekomendasi yang akan diajukan penulis terkait dengan

implementasi ketentuan Basel II di Indonesia.
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BAB2
TINJAUAN TEORI

Basel II sebagai salah satu ketentuan inteinasional mengenai perbankan
tidak dapat dilepaskan eksistensinya dan fenomena globalisasi ekonomi dewasa
ini, Terjadinya berbagai krisis ekonomi didunia semakin memudahkan kita dalam
memahami fenomena tersebut diatas dimana institusi-institusi keuangan dunia
tampak saling bekerjasama untuk mengatasi krisis keuangan agar tidak meluas.
Ekonomi politik global telah menjelma menjadi lembaga pemerintahan dunia
dimana kekuwatan global tersentralisasi pada beberapa institusi ekonomi
internasional. Hal tersebut bukanlah pembicaraan mengenai teon konspirasi,
melainkan kenyataan yang ada di depan mata kita saat ini.

Konsep mengenai pemerintahan dunia berasal dan telah berkembang
sepanjang sejarah kapitalisme dan ilmu ekonomi politik. Pemikiran-pemikiran
mainstream dalam bidang ekonomi politik telah mengikutsertakan konsep
mengenai pemerintahan dunia sejak berabad-abad yang lalu.

Dalam dunia ekonomi politik terutama dalam bidang ekonomi politik
global atau internasional merupakan hal yang penting bagi kita untuk dapat
memahami berbagai perspektif teoritikal ekonomi politik yang ada agar kita dapat
memahami fenomena yang terjadi dan kearah mana fenomena ini akan berjalan.
Teori akan menyediakan landasan peniahaman bagi kita terhadap aktor-aktor yang
terlibat dan tindakan yang mereka lakukan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu
ahli ilmu politik dunia Robert W. Cox “Theory is always for someone

*12 teori selalu ada untuk seseorang dan untuk tujuan

and for some purpose
tertentu. Oleh sebab itu memahami dan menganalisa teori yang mendasari
perubahan-perubahan dalam ekonomt politik global adalah hal yang penting agar

kita dapat memahami mengapa dan bagaimana pemerintahan dunia diwujudkan.

12 (Cox, 1997, p. 31); Cox, R. W. (1997). Critical Political economy. Kampala: East
African Educational Publisher; Dalam tesisnya Robert W. Cox menjabarkan mengenai “teori
tentang teori” yang pada intinya menjelaskan bahwa teori-teori sosial yang ada terutama yang
terkait dengan bidang ekonomi politik selalu bersifat relatif tethadap.keadaan masyarakat pada

waktu itu, latar belakang, serta tujuan dan teori tersebut,
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2.1 Teori Mercantilism

Teori mercantilism merupakan suatu teori ekonomi yang berbentuk
ekonomi nasionalisme yaitu teori yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu
bangsa tergantung pada pasokan modal atau capital terhadap bangsa tersebut'>,
Teori mercantilism juga menyatakan bahwa volume perdagangan globzl ialah
tetap dan tidak dapat berubah dengan alasan apapun.

Perkembangan ilmu ekonomi politik memunjukkan bahwa teon
mercantilisim merupakan salah satu teori yang memiliki penganut paling banyak.
Perkembangan dunia ekonomi politik global di barat pada abad 16-17 banyak
berdasar pada teort ini. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena ekspansi negara-
negara eropa ke kawasan-kawasan asia dan afrika.

Teori mercantilism berasal dari Inggris dipopulerkan olen pedagang besar
Inggris, Thomas Mun (1571-1641) melalui tulisannya Treasure by Foreign Trade
{1664) yang oleh Adam Smith disebut sebagai manifesto dari gerakan tersebut.
Meskipun dimulai dari Inggris pada abad 16, istilah mercantilism sendiri baru
diperkenalkan oleh Jerman pada awal abad 19, adapun istilah asli Inggris dan
' pergerakan ini ialah “mercantile sysiem” atau sistem perdagangan',

Inggris memulai pergerakan mercantilism secara integratif pada era
pemerintahan ratu Elizabeth. Pada periode tersebut pemerntahan Inggris
mengembangkan armada angkatan laut dan armada kapal dagang yang sangat kuat
sehingga d.apat menyaingih armada Spanyol dalam perdagangan dan sebagai alat
untuk mengumpulkan bullion (logam berharga) bagi kerajaan Inggris. Kebijakan
tersebut dituangkan dalam bentuk Trade and Navigation Acts yang ditetapkan
oleh parlemen Inggrs dan memberikan wewenang kepada admiralty atau
komandan angkatan Jaut Inggris untuk melindungi dan mengembangkan armada

perdagangan Inggris. Penguatan armada angkatan laut dan perdagangan Inggris

' (LaHaye); LaHaye, 1. (n.d.). Mercantifism. Retrieved May 13, 2010, from The Concise
Encyclopedia of Economics: http://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism._html

1 (Magnusson, 1994, p. 46); Magnusson, L. G. (1994). Mercantilism. London:
Routiedge.
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tersebut mengantarkan Inggris untek menjadi negeri imperialis terbesar dalam
sejarah'’.

Mercantilism memiliki kerangka berpikir bahwa politik dan ekonomi
merupakan dua hal yang selaia terkait sangat erat dan tidak dapat dipisahkan
karena keduanya saling melengkapi dan mendukung antara yang satu dan lainnya,
namun motif politik selalu menjadi dasar dari hubungan tersebut sehingga
elemen-elemen politik selalu mendominasi elemen-elemen ekonomi.

Pemikiran mercantilism yang menyatakan bahwa perdagangan global
merupakan sesuatu hal yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah mengakibatkan
teori tersebut menjadi semacam teori zero sum gain dimana jika suatu bangsa
berusaha untuk meningkatkan kemakmurannya maka akan ada bangsa lain yang
berkurang kemakmurannya.

Literatur mengenai mercantilism berkembang tidak hanya di Inggrs
namun sampai keseluruh Eropa sebagai contoh Italia, Perancis, Spanyol, dan
Jerman memiliki penulis-penulis mengenai mercantilism seperti Giovanni Botero
dan Antonio Serra dari Jtalia, Jean Bodin dari Perancis, dan Francisco de Vitoria,
Dominggo de Soto, Martin de Azpilcueta, dan Luis de Molina dari Spanyol, dan
Friedrich List dari Jerman pada abad ke-19. Dari hal diatas kita dapat mengetahui
bahwa asal mmasal ilmu ekonomi politik internasional yang pada prinsipnya
mempelajari mengenai penguasaan kepemilikan baik tedtori, kekayaan, maupun
pengaruli yang melintasi negara asalnya berasal dari Eropa, terutama Inggris. Hal
ini akan sejalan dengan perkembangan global ekonomi politik yang akan kita

bahas dalam bab-bab selanjutnya.

2.2 Teori Ekonomi Liberal
Liberalisme merupakan paham yang mengedepankan [iberty atau

kemerdekaan dan eguality atau persamaan'®. Pemikiran liberal memiliki banyak

3 (Eketund R. B., 1997); Ekelund, R. B. (1997). Politicized econonmies @ monarchy,
manopoly, and mercantilism. Texas: Texas A&M University Press,
¢ (Young, 2002); Young, S. (2002). Beyond Rawis: an analysis of the concept of political

liberalism. Maryland: University Press of America.
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variasi tergantung dari pemahaman terhadap dua prinsip utama tersebut, namun
sebagian besar pemikir liberalisme mendukung ide-ide seperti konstitusi,
demokrasi liberal, pemilihan umwn yang bebas dan adil, hak asasi manusia,
perdagangan bebas, sekulerisme, dan ekonomi pasar.

Ekonomi liberalisme merupakan salah satu paham yang berangkat dari
pemikiran liberalisme tersebut. Dipelopori oleh Adam Smith melalui karyanya 4n
Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations (1776) atau lebih
dikenal dengan The Wealth of Nations'’. Dalam karya tersebut Adam Smith
mengemukakan pemikiran mengenai pasar bebas dimana meskipun pasar bebas
tampak sebagai hal yang bersifat chagofic dan tidak beraturan namun justru
kebebasan tersebut akan mengakibatkan suafu keadaan yang bersifat optimal
uqilibrium karena mekanisme fnvisible hand yang tercipta dari para pelaku pasar
yang terlibat dalam kompetisi tersebut.

Adam Smith percaya bahwa ketika seoran individu mengejar
kepentingannya sendiri dalam ha! ekonomi maka dia akan membawa pengaruh
secara positif terhadap masyarakat, dan hal tersebut akan bersifat lebih efektif
dibandingkan ketika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Pengaruh-pengaruh
positif yang dapat ditimbulkan oleh kepentingan individu tersebut antara lain
terciptanya harga yang rendah dari barang-barang produksi dan jasa maupun
terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, hal im akan jauh lebih baik dibanding
dengan penerapan sistem monopoli yang senng dilakukan oleh pemerintah yang
pada waktu itu timbul sebagai salah satu perwujudan paham mercantilism.

Pada masa imperialisme Inggris negara-negara seperti Jerman, dan
Amerika Serikat turut menerapkan prinsip ekonomi mercantilism, hal ini
dilakukan untuk melindungi negara mereka sendiri agresifitas kerajaan Inggris.

Pada masa tersebut jugalah pemikir-pemikir mercantilism seperti Alexander

17 (Smith, 1776); Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
“of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell; The Wealth of Nations merupakan karya
masterpiece dari Adam Smith seorang ckonom dan filosof Skotlandia. Karya tersebut sering
dianggap sebagai kitab bagi perekonomian liberal karena konsep the invisible hand yang
diperkenalkan, Namun kebenaran konsep tersebut masih diragukan karena hanya ditenggarai

digunakan sebagai propaganda penganut liberalisme untuk mempromosikan pasar bebas,

IMplementasi basel..., Sandy Wardhana, Pascasarjana Ul, 2010 niversitas Indonesia



21

Hamilton (Amerika Serikat), dan Friedrich List (Jerman) menulis kritisme mereka
terhadap teori ekonomi liberal.

Mercantilism merupakan teori ekonomi politik yang dominan sampai
pertengahan abad ke-19 hingga teori ekonomi liberal mulai berkembang sebagai
oposisi dari teori mercantilism tersebut. Dalam teori ekonomi liberal pembahasan
ruang lingkup bidang ekonomi terpisah dengan pembahasan ruang lingkup politik,
dan berjalan dengan logika masing-masing. Dalam teori ini meskipun ekonomi
dan politik merupakan dua hal yang berbeda namun mereka masih berhubungan
namun independen antara’ yang satu depgan yang lain. Mercéntilism melihat
negara sebagai aktor utama dalain ekonomi politik global, sedangkan ekonomi
liberal menempatkan individu sebagai aktor utamanya.

Mercantilism melihat arena internasional sebagai sebuah wilayah
konfliktual, dimana jika sebuah negara tidak melakukan kolonialisme terhadap
wilayah asing dan mengambil sumber daya yang ada di wilayah tersebut, maka
negara lain akan melakukannya, sehingga akan mengakibatkan negara-negara
yang tidak melakukan kolonialisme dan membangun imperiglismenya akan
menjadi tertinggal dan berkurang pengaruhmya. Hal diatas menjadi semacam
justifikasi terhadap tindakan negara-negara yang menerapkan kebijakan
kolonialisrne di negaranya, sekaligus menegaskan bahwa pemikiran mercantilism
melihat dunia sebagai fenomena zero sum gain yaitu berkembangnya suatu negara
akan menimbulkan regresi dari negara yang lain sehingga mercantilism menjadi
bersifat mutlak dalam rangka survival bagi suatu bangsa.

Sebaliknya teori ekonomi liberal berpendapat bahwa arena internasional
yang terdiri dari individu-individu akan membangun suatu hubungan yang bersifat
positive sum gain dimana setiap individu akan berusaha untuk mengejar
kepentingannya sendiri, dan dalam usahanya tersebut akan memberikan
keuntungan kepada semua orang, dan akan mendorong terwujudnya kerjasama

dan ketergantungan antara satu dengan yang lain'®. Dalam hal ini arena

'8 (Smith, 1776, pp. 330-331); Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell; Pada pembukaan bab keempat dari
The Wealth of Nations, Adam Smith menjelaskan bagaimana usaha meraih kemakmuran pribadi

melalui perdagangan akan menguntungkan bangsa it sendiri.
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internasional akan menjadi swvatu lingkungan dimana kerjasama dan
ketergantungan, serta stabilitas dan keteraturan akan terwujud.

Pemikiran Adam Smith mengenai the invisible hand telah dipergunakan
untuk mengembangkan ide mengenai usaha-usaha individu untuk untuk mengejar
kemakmuran akan membawa pengarvh baik terhadap masyarakat. Namun pada
kenyataannya istilah invisible hand hanya tertulis sekali dalam naskah The Wealth
of Nations milik Adam Smith tersebut dan telah dibawa jauh melebihi konteksnya.
Adam Smith membahas mengenai bagaimana setiap individu secara natural akan
menggunakan capital atan modal yang dimilikinya ontuk mendukung industri
domestik negrinya, dan untuk memberikan pendapatan dan membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat di negaranya. Sebagai tambahan dari hal tersebut
diatas, para individu tersebut akan berusaha untuk mengarahkan industrt yang ada
agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Adapun pernyataan Adam Smith dalam The Wealth of Nations adalah
sebagai berikut: '

“By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he
intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as
its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in
this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which
was no part of his intention”"

Pada kenyataannya Adam Smith menyatakan bahwa invisible hand
merupakan suatu keadaan penurunan yang natural sebagai akibat dari usaha
individu dalam mengejar keuntungan pribadinya. Namun istilah tersebut telah
dimanipulasi untuk mendukung konsep self regulating market dimana semakin
sedikit aturan dan batasan dalam hal ekonomi akan semakin mendukung
pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan akan semakin menguntungkan bagi
masyarakat karena akan memberikan harga yang optimal pada setiap hasil
produksi dan jasa yang ada. Manipulasi terhadap istilah tersebut telah membawa
invisible hand javh darl maksudnya semula dan menjadikannya sebagal dogma

pasar bebas.

'* (Smith, 1776, pp. 363-364); Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations. London: W, Strahan and T. Cadell.
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Pada akhir abad ke-19, ide mengenai ekonomi liberal merupakan oposisi
utama dari kebijakan-kebijakan negara-negara imperalisme yang menggunakan
mercantilism sebagai paham utamanya. Pendekatan imperialisme atau
kolonialisme pada akhimya menemui kenyataan bahwa mempertahankan
kekuasaan dengan dasar politik dan kekuatan akan memakan biaya dan sumber
daya yang sangat besar. Sedangkan negara-negara yang menjadi target
imperialisme dan kolonialisme secara natural akan membenkan perlawanan
terhadap kekuatan asing yang menckannya.

Pada masa tersetn;t pemikiran ekonomi liberal mulai menemukan
tempatnya di kalangan negara-negara penguasa. Hadirnya kekuasaan asing dengan
dalih perdagangan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi akan lebih bisa diterima
oleh negara-negara koloni dibandingkan dengan alasan kekuasaan. Hal ini
menandai munculnya era baru yang lebih dikenal sebagai neo-kolontalisme yang
menggunakan perekonomian sebagai senjata utamanya dan telah diterapkan lebih
dahulu oleh dunia perbankan sebelum penguasa-penguasa pemerintahan mulai

menerapkannya.

2.3 Teori Neo-Kolonialisme

Nec-kolonialisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk
menyebut campur tangan negara maju pada pemerintahan negara-negara
berkembang atau bahkan terbelakang. Kwame Nkrumah dalam kata pembuka
buku Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism’, menyatakan bahwa inti
dari neo-kolonialisme ialah sebuah negara yang seharusnya secara teori berdaulat
dan merdeka terhadap segala pengaruh asing pada kenyataanya sistem
perekonomiannya dan kebijakan-kebijakan politiknya dipengaruhi oleh pihak—
pihak asing.

Praktik neo-kolonial dapat berwujud dalam berbagai hal, antara lain dalam
bentuk yang paling ekstrim ialah pendudukan militer dari negara imperial untuk

menjaga teritorial negara neo-koloninya dan mengendalikan jalannya

% (Nkrumah, 1965); Nkrumah, K. (1965). Neo-Colonialism: The Last Stage of

Imperialism. New Jersey: Humanities Press Intl.
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pemerintahan secara terang-terangan. Namun praktik yang lebih umum ialah
melalui sarana ekonomi dan moneter. Negara-negara koloni akan dipaksa untuk
mendukung perusahaan-perusahaan maupun komoditi-komoditi yang berasal dari
negara imperiainya. Sementara kontrol terhadap kebijakan pemerintah dapat
dilakukan melalui kontrol moneter terhadap negara neo-kolonialisme tersebut.
Kontrol moneter dapat dilakukan dengan penguasaan sistem perbankan oleh
negara imperialnya.

Neo-kolonialisme seperti juga kolonialisme merupakan suatu usaha untuk
menguasai daerah atau negara lain untuk kepentingan negara imperia]nyé dengan
melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya
manusianya. Dalam konteks perekonomian modern eksploitasi ini bisa berwujud
penguasaan pasar dalam negara koloni tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan ini ialah munculnya gap yang
semakin besar antara negara-negara kaya dan miskin di dunia ini. Ciri khas daﬁ
neo-kolonialisme jalah digunakannya modal asing untuk keperluan eksploitasi dan
bukannya penggunaan modal asing tersebut untuk pengembangan negara koloni.
Investasi yang dilakukan pada kasus neo-kolonialisme akan meningkatkan gap

yang ada antara negara kaya dan negara miskin.

Kelergantungan

Bolitik politik dan
ekonomi
Kesenjangan

Negara Imperial Ekonomi Negara Koloni

ekonomi

1senoc|ds)yg

Kemiskinan

Budaya
ueay Pertahanarn yang

lemah

Gambar 2.1 Bagan Neo-kolonialisme

Pada gambar diatas kita akan mendapatkan gambaran secara umum

mengenai karakteristik neo-kolonialisme. Secara ganis besar neo-kolonialisme
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menggambarkan hubungan antara negara imperial atau negara penguasa dengan
negara koloni atau negara yang dikuasai. Hubungan antara negara imperial dan
negara koloni ini bersifat eksploitatif dalam pengertian negara imperial akan
corusaha mengeruk sumber daya yang sebesar—besarmnya dari negara koloninya
dengan tujuan untuk memperkaya negaranya sendiri, memenuhi kebutuhannya,
maupun semata-mata untuk menjaga kondisi yang stabil dalam rangka untuk
mempertahankan status quo-nya.

Proses eksploitasi cleh negara imperal ke negara koloni dapat didukung
oleh t;ga pilar utama yaitu politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ketiga pilar
tersebut bersifat saling menguatkan dan bersifat tumpang tindih, sehingga sering
kali kita kesulitan untuk benar-benar memisahkan faktor-faktor mana yang
termasuk dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

Mahmood Mamdani dalam bukunya Citizen and Subject: Contemporary
Africa and the Legacy of Late Colonialism®’ menyebutkan bahwa salah satu
aspek dalam kolonialisme ialah penggunaan metode indirect rule atau
pemerintahan/penguasaan secara tak langsung. Indirect rule dapat dilaksanakan
melaiui penggunaan penguasa lokal yang sebenarmnya sudah berada dalam
kekuasaan negara imperial baik melalui cara penyuapan, maupun ancaman.
Iming-iming dalam bentuk kekayaan ataupun kekuasaan merupakan praktik yang
paling lazim untuk meyakinkan loyalitas penguasa lokal tersebut terhadap negara
imperialnya.

Penggunaan penguasa lokal sebagai kaki tangan negara imperial ini dapat
mendatangkan beberapa keuntungan bagi negara imperialnya, antara lain: 1)
Risiko minimal bagi negara imperial untuk menaklukan negara koloni. Penguasa
lokal biasanya termasuk orang yang berpengaruh di negara koloni. Mereka
memiliki pengikut loyal yang sering kali bersedia untuk mengorbankan nyawa
demi para pcmimpinnya tersebut. Jika konflik fisik terjadi di negara koloni, maka
pihak yang pertama kali akan terjun kedalamn pertempuran ialah penguasa lokal
dan pengikut-pengikutnya tersebut. Sementara negara imperial biasanya hanya
memberikan dukungan dalam hal dana, logistik, dan persenjataan. Hal ini akan

meminimalisir korban “jiwa dari pihak negara imperial secara langsung. 2)

2 (Mamdani, 1996)
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Legitimasi kekuasaan bagi rakyat koloni. Dengan menggunakan penguasa lokal
sebagai pemimpin di negaré koloni maka resistanst dari rakyat negara tersebut
akan dapat ditekan seminimal mungkin., Rakyat koloni akan lebih mudah
menerima fakta bahwa pemimpin w.ereka ialah seorang pribumi dibanding ketika
mereka melihat bahwa pemimpin mereka secara langsung merupakan seseorang

asing yang bukan bagian dari bangsa mereka.

2.4 Teori Kebijakar Moneter dan Bank Sentral

Kebijakan moneter merupakan proses dimana pemerintah, bank sentral,
atau otloritas keuangan dalam suatu negara menggunakan kekuatannya untuk
melakukan kontrol terhadap: a) supply uang; b) keberadaan vang; dan c¢) biaya
dari uang atau bunga pinjaman untuk mencapai tujuan secara umum yaitu
pertumbuhan maupun stabilitas ekonomi®.

Adapun secara lebih spesifik fujuan dari kebijakan moneter antara lain
sebagai berikut™:

o Pencapaian stabilitas harga atau tingkat inflasi; stabilitas harga terkait erat
dengan tingkat inflasi dari suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya
dapat diartikan sebagai peningkatan harga barang kebutuhan masyarakat yang
meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dari suatu negara biasanya
ditandai dengan tingkat inflast positif yang terkendali, meski demikian tingkat
inflasi yang terlalu tinggi justru menandakan adanya resesi di negara tersebut
dimana harga barang-barang konsumsi menjadi sangat mahal dan tidak
terjangkau oleh masyarakat dari negara tersebut.

¢ Pencapaian tingkat suku bunga yang optimal; pencapaian tingkat suku
bunga yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan membuat perekonomian suatu

negara berjalan dengan lambat karena pertumbuhan ekonomi selalu terkait

2 (Federal Reserve Rank); Federal Reserve Bank. (n.d.). Retrieved May 16, 2010, from
http://www. federalreserve. gov/monetarypolicy/fome. htm
2 (Bingham, 1985); Bingham, T. (1985). Banking and Monetary Policy. Paris:

Organisation for Economic Co-operation and Development.
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dengan prinsip hutang sebagai komponen modal yang paling utama. Tingkat
suku bunga yang terlalu tinggi akan membuat para pelaku usaha tidak berani
mengajukan pinjaman kepada bank sehingga pada akhimya kegiatan
perekonomian menjadi terhambat bahkau mungkin akan menjadi stagnan,

* Pencapaian milai tukar mata uang yang optimal; pencapaian nilai tukar
mata uang yang optimal akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi antar
negara yaitu ekspor dan impor. Nilai mrata vang yang rendah terhadap negara
lain akan membuat suatu negara kuat dalam sist ekspor. Sementara nila‘i mata
vang yang tinggi akan membuat suatu negara kuat dalam sisi impor. Oleh
sebab itu perilaku suatu negara yang tidak membiarkan mata vang negaranya
berada dalam keadaan mengambang (floating) dengan maksud untuk
mengatur tingkat kompetitif negara tersebut dipasar global biasanya akan
menuai protes dari negara-negara lain yang menganut prinsip mata uvang

mengambang.

Kebijakan moneter dapat digolongkan kedalam duva macam hal, yaitu
kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraksi. Kebijakan ekspansi merupakan
kebijakan otoritas moneter yang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan
supply wang kedalam sistem perekonomian, sedangkan kebijakan kontraksi
merupakan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter untuk
mengurangi suplai vang di sistem perekonomian.

Kebijakan ekspansi biasanya digunakan untuk mengurangi angka
pengangguran dalam keadaan resesi, dengan menurunkan tingkat bunga.
Sedangkan kebijakan kontraksi dilakukan dengan meningkatkan suku bunga
untuk memerangi inflasi.

Ada beberapa perangkat kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk
melakukan aksi-aksi diatas, antara iain: dengan meningkatkan tingkat suku bunga;
dengan mengurangi besarnya monetary base; dan dengan meningkatkan besarnya
cadangan bank-bank komersial. Monetary base merupakan suatu terminologi

dalam ekonomi moneter yaitu terkait dengan supply atau jumlah uang yang
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beredar datam sistem perekonomian®. Monetary base merupakan uang yang
bersifat likuid seperti nang koin dan uang kertas (uang giral). Dalam istilah
moneter hal tersebut disebut dengan level M0. Cakupan lebih luas dari monetary
base tersebut mencakup modal minimum perbausan yang disimpan di bank
sentral, hal tersebut dikenal sebagai level MI. System monetary base ini
merupakan dasar dari ketentuan yang akan dituangkan dalam ketentuan risk
management Basel I1.

Hal-hal yang tclah disebutkan diatas merupakan langkah-langkah yang
dilakukan jiké melakukan kebijakan kontraksi. Langkah-langkah sebaliknya akan
dilakukan jika otoritas keuangan mengambil kebijakan ekspansi.

Institusi-institusi khusus seperti Bank of England, the Furopean Central
Bank. Reserve Bank of India, the Federal Reserve System (Amerika Serikat),
Bank of Japan, Bank of Canada, atau the Reserve Bank of Australia merupakan
institusi-institusi yang ada untuk melakukan aksi-aksi kebijakan moneter dan
disebut sebagai bank sentral. Bank-bank sentral tersebut juga biasanya memiliki
kewenangan independent terhadap eksekutif dan bertanggung jawab terhadap
pengawasan sistem keuangan.agar dapat berjalan dengan baik.

Perangkat utama dari kebijakan moneter disebut dengan open market
operaridns. Hal tersebut merupakan mekanisme untuk mengatur jumlah uang
yang beredar di sistem keuangan dengan membeli maupun menjual berbagai
instrumen seperti treasury bills, surat hutang perusahaan, atau mata uang asing™,
Transaksi-transaksi tersebut berdampak terhadap besarnya base currency yang
masuk atau kelvar dari sirkulasi uang di pasar.

Biasanya tujuan jangka pendek dari open market operations ialah untuk
mencapai target tingkat bunga spesifik dalam jangka pendek. Tujuan yang lain

ialah untuk mencapai target nilai tukar mata wang terhadap mata vang asing atau

¥ (Goodhart, 1987, pp. 654-655); Goodhart, C. (1987). Monetary Base, In S. N. Durlauf,
The New Palgrave: A Dictionary of Economics {pp. 654-655). Hampshire: Palgrave Macmillan.

% (Johnson); Johnson, P. M. (n.d.). Open market operations. Retrieved May 16, 2010,
from A Glossary of Political Economy Terms: http:/www .aubumn.edw/~johnspm/gloss/ open_

market_operations

IMplementasi basel..., Sandy Wardhana, Pascasarjana Ul, 2oddniversitas Indonesia



29

terhadap nilai emas. Setiap negara biasanya memiliki fokus yang berbeda-beda
tergantung dari arah perekonomian yang diinginkan.

Selain peran-peran diatas kebijekan moneter juga turut mencakup
mengenai; a) discount window lending (lender of last resori)y, b) fractional deposit
lending (perubahan dalam ketentuan medal minimum); ¢) pendekatan terhadap
pelaku pasar untuk mencapai tujuan tertentu; d) open mouth operation atau
memberikan komentar kepada pasar mengenai suatu hal sehingga mempengaruhi
keadaan pasar’. Peran-peran fersebut biasanya dilakukan oleh bank sentral

sebagai penanggung jawab utama kebijakan moneter.

2.4.1 Perkembangan Bank Sentral

Pada saat paham ekonomi liberal mulai mendapat tempatnya di dunia,
kekuatan perbankan menjadi salah satu tulang punggung berkembangnya paham
tersebut. Dipelopori oleh Inggris sebagai kekuatan hegemoni pada saat itu yang
bisa dibilang didukung oleh kekuatan dinasti perbankan seperti Roschild, pada
tahun 1694, didirikanlal Bank of England sebagai private central bank yang
berhak untuk memproduksi uang, meminjamkannya kepada pemerintah maupun
kepada industri dengan imbalan bungaﬂ.

Pada masa abad ke-16 sampai 19 merupakan abad perkembangan negara
bangsa (nation state) dan kapitalisme. Dilengkapi dengan perkembangan bank
sentral maka dimulailah era yang kita kenal dengan perekonomian dunia atau
world economy. Mercantilism mendominasi periode tersebut dengan
menempatkan ekonomi sebagai hal pelengkap dari kekuasaan politis seperti yang
telah dijabarkan diatas.

Pada masa perkembangan paham ekonomi liberal yang ditandai dengan
tulisan Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation (1776), Amerika sebagai

salah satu koloni dari Inggris melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan

% (Friedman, 1983); Friedman, M. (1983). A Program For Monetary Stability. New
York: Fordham University Press.

7 (Galbraith, 1975); Galbraith, J. K. (1975). Money: Whence It Came, Where It Went.
Boston: Houghton Mifflin.
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kemerdekaannya dari Inggris. Pemberontakan tersebut didasari olch berbagai
motif, antara lain perilaku anggota militer kerajaan Inggris yang berlaku
sewenang-wenang dan bertindak diatas hukum, dan pengenaan pajak yang tinggi
terutama terhadap barang-barang import yang berasal dari negama imperialnya
sementara negara koloni tidak diberikan keleluasaan untuk berdagang dengan
negara lain dikarenakan penerapan paham mercantilism yang menyatakan bahwa
negara koloni tidak dapat bertahan tanpa dukungan perdagangan dari negara
impenzlnya. Motif yang lain yang tidak kalah penting 1alah perebutan kontrol
terhadap mata uang negara. Para founding father Amerika menyadari bahwa
dengan memiliki kontrol terhadap mata vang negaranya maka kontrol terhadap
perekonomian akan dapat dilakukan tanpa campur tangan negara imperial yang
juga berarti kemerdekaan yang sepenuhnya dari kontrol negara imperial (Kerajaan
Inggris)*®.

Sebagai akibat dan kekaiahan Inggns dalam mempertahankan keloninya
di Amerika, maka dinasti perbankan eropa juga mengalami hantaman yang sangat
besar terhadap usaha ekspansi mercantilisin mereka. Seperti hainya kapitalisme
yang membutuhkan konsumsi dan perkembangan yang terus menerus demikian
juga dengan bank sentral yang memiliki sifat yang serupa. Bank sentrai
membutuhkan kontrol terhadap industri, negara, maupun masyarakat untuk dapat
berkembang, kontrol tersebut didapatkan melalui mekanisme hutang. Hutang
merupakan sumber dari kekuatan dan kekayaan dari bank sentral, karena mereka
pada dasamya tidak memproduksi barang sedikitpun seperti halnya dengan
industri, dan tidak memberikan servis apapun seperti halnya pemerintah®.

Bunga bank merupakan pendapatan utama dari bank dan sekaligus otoritas
utama yang dimiliki. Oleh sebab itu perkembangan kredit atau hutang merupakan
suatu hal yang mutlak diusahakan oleh sistem perbankan agar mereka dapat
bertahan. Oleh sebab itu lepasnya Amerika sebagai salah satu koloni dan sumber

% (Ellen Hodhson Brown, 2008); Eilen Hodhson Brown, J. (2008). The Web of Debt.
Louisiana: Third Millenium Press.

¥ (Elien Hodhson Brown, 2008, p. 26); Ellen Hodhson Brown, J. (2008). The Web of
Debt. Lonisiana: Third Millenium Press.
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hutang bagi perbankan Inggris merupakan hantaman yang telak bagi kepentingan
mereka.

Dari peristiwa diatas para bankir internasional mengambil pelajaran bahwa
pendapat yang menyatakan bahwa negara koloni tidak akan dapat mengmallkan
kekuvatan negara imperialnya merupakan hal yang tidak bersifat absolut. Revolusi
menjadi ancaman terbesar dalam usaha mengembangkan kekuasaan dan kekayaan
dari para bankir internasional tersebut.

Satu dekade kemudian semenjak berakhimya revolusi di Amerika yang
berakhi;- pada tahun 1783 sebuah bangsa yang lain juga‘ diperkirakan akan
mengalami nastb yang sama. Namun berbeda dengan Amerika yang merupakan
negara koloni, Perancis bukanlah negara koloni, melainkan negara mercantilism
yang besar. Oleh sebab itu kemungkinan hal tercbut untuk menimpa Perancis
merupakan hal terlalu besar risikonya untuk dibiarkan. Pada tahun 1788, monarki
Perancis mengalami kebangkratan, hal tersebut meningkatkan tensi antara
masyarakat Perancis dengan pihak kerajaan vang sudah semakin mengarah
terhadap terjadinya revolusi. Para bankir Eropa pada saat itu telah meneatukan
bahwa mereka akan berpihak kepada rakyat Perancis hal ini ditunjukkan dengan
ditclaknya permohonan kredit jangka pendek yang diajukan oleh pihak monarki
Perancis®, bahkan mereka juga mengatur agar pengiriman bahan makanan ke kota
Paris akan datang dengan terlambat sehingga akan memantik terjadinya revolusi
Perancis®'.

Hal terebut benar-benar memicu terjadinya peristiwa revolusi Perancis.
Rakyat yang marah dan lapar menjadi para penguasa baru Perancis. Namun
keadaan semakin tidak terkendali, kekerasan dan terorisme semakin merajalela di
kota-kota di Perancis. Hal ini akan mengancam kepentingan para bankir eropa
yang membutuhkan situasi yang kondusif untuk menjalankan bisnisnya. Disinilah
para bankir Eropz kembali mengalihkan dukungannya. Kali ini dukungan mereka

jatuh pada seorang jenderal perang revolusi yang bernama Napoleon. Melalui

3 (Kagan, The Western Heritage, 2007); Kagan, D. (2007). The Western Heritage. New
Jersey: Pearson Prentice Hall, -
3! (Dall, 1982, p. 172); Dall, C. B. (1982). F.D.R. : My Exploited Father-in-Law. Newport

Beach,C.A: Institute for Historical Review.
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dukungan para bankir inilah Napoleon dapat menguasai keadaan dan
mngembalikan ketertiban di Perancis.

Sebagai balas budi Napoleon memberiken dukungan penuh terhadap
operasional para bankir Eropa. Dia mendirikan Bank of France pada tahun 1800
sebuah bank sentral yang kepemilikannya dimiliki oleh para bankir eropa tersebut,
bahkan Napoleon turut memiliki sebagian saham dari Bank of France tersebut’”,
Melalui Bank of France inilah para bankir eropa tersebut kembali
mengembangkan kekuasaan dan pengaruhnya ke seluruh wilayah kekaisaran.
Namun kebijakan ekspansi Napoleon yang. tidak tertahankan membuat para bankir
tersebut mulai habis kesabarannya. Perang yang terjadi secara terus menerus
menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan
perdagangan.

Napoleon bahkan turut mencampuri operasional perbankan dan
menyatakan bahwa Bank of France merupakan milik kekaisaran Perancis. Hal
lersebut memancing kemarahan para bankir Eropa, sekali lagi mereka
mengalihkan dukungannya dan mereka tetap bertahan dalam pergantian rezim®..

Dalam peperangan Waterloo, Nathan Rothschilds seorang anggota
kerajaan Inggris yang berasal dad kelvarga perbankan menampakkan
kepintarannya bahkan kendali kekuasaannya. Nathan yang telah dikenal oleh
masyarakat Eropa sebagai orang yang berpengaruh dan bahkan bisa mendapatkan
berita lebih cepat dari siapapun juga bahkan lebih cepat dari pemerintah telah
mengetahui hasil peperangan Napoleon 24 jam sebelum pemerintah mendapatkan
berita tersebut, Berbekal informasi tersebut dia bergerak memasuki bursa saham
London dan menjual seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini menimbulkan
pemikiran dari para pelaku pasar pada saat itu bahwa Inggris telah kalah dalam
peperangan terhadap Napoleon. Tidak seberapa lama kemudian pasar saham
London mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Hal inilah yang ditunggu-

tunggu oleh Nathan, ketika harga salram berada di titik terendahnya dia membeli

32 (Quigley, 1966, p. 515); Quigley, C. (1966). Tragedy and Hope: A History of the World
in Our Time. New York: Macmillan Company. ;

3 (Thompson, 1998, pp. 98-99); Thompson, R. E. (1998). The Politics of Central Banks.
New York: Routledge.
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saham-saham tersebut, yang jumlahnya ditenggarai hampir meliputi seluruh pasar
saham London pada saat itu. Pada saat masyarakat Inggris menerima kabar yang
sebenarnya dari peperahgan Inggris maka saham-saham tersebut meningkat
dengan drastis. Hal tersebut semakin mengukuhkan keberadaan Rothschild
sebagai orang yang paling kaya dan berpengaruh di Inggris™.

Profesor sejarah universitas Georgetown, Carrol Quigley menyatakan
dalam salah satu bukunya yang berjudul Tragedy and Flope, bahwa para bankir
Inggris pada tahun 1810-1850 telah menguasai seluruh pasar saham Inggris, Bank
of England, dan seluruh pasar wang London, serta menyatakan bahwa "Di‘ saat
mereka (para bankir) telah membawa seluruh jaringan bank mereka baik yang
berupa bank komersial dan bank simpanan, perusahaan asuransi, untuk
membentuk suatu sistem keuangan yang tunggal dalam skala internasional yang
memiliki kemampuan untuk memanipulasi jumlah dan arus vang, sehingga
mereka dapat mempengaruhi  bahkan mengkontrol pemerintahan dan
industri/perdagangan’’. Kekuatan para bankir eropa tersebutlah vang kemudian
bertransformasi menjadi bank-bank sentral di seluruh dunia.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan kebijakan moneter dibagian
sebelumnya bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dengan
menerapkan kebijakan ekspansi atau kontraksi terhadap monetary base, yang
termasuk didalamnya jumlah vang yang beredar di masyarakat maupun nang yang
berada dalam sistem perbankan. Dua langkah utama yang dapat dilakukan bank
sentral untuk melakukan hal tersebut ialah dengan melakukan open market
operation atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat hutang
pemerintah, dan dengan meclakukan pengaturan pada simpanan wajib mimimum
yang ditentukan terhadap bank, yang di Indonesia lebih dikenal dengan ketentuan
Giro Wajib Minimum (GWM)*S.

* (BBC, 1998); BBC. (1998, January 28). Retrieved May 16, 2010, from
hitp://news.bbe.co.uk/2/hifuk_news/30997.stm

3 (Quigley, 1966, p. 51); Quigley, C. (1966). Tragedy and Hope: A History of the World
in Our Time. New York: Macmillan Company.

% (Liu, 2005); Liu, H. C. (2005, September 29). Retrieved May 16, 2010, from Asia
Times Online; http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/GI29Dj01.html
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Jika bank sentral bermaksud untuk menurunkan tingkat suku bunga maka
bank sentral akan melakukan pembelian terhadap surat hutang pemerintah yang
pada akhirnya akan menambah jumlah uvang yang beredar di sistem ekonomi.
Langkah lain yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan terscbut ialah
dengan menurunkan tingkat bunga pada overdraft bank (pinjaman terhadap bank).
Hal tersebut akan mendorong perbankan untuk melakukan pinjaman terhadap
bank sentral dan akan digunakan untuk melakukan ekspansi terhadap kredit yang
diberikan kepada masyarakat. Menurunkan jumlah simpanan wajib perbankan
juga memiiiki efek yang serupa yaitu menambah persediaan vang perbankan yang
pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan
kepada masyarakat.

Bank sentral baru akan dapat melakukan kebijakan moneter secara
independen penuh apabila menganut prinsip mata uvang yang mengapung
(floatingy’’. Tika prinsip mata uang yang dipergunakan merupakan prinsip fix
yang besamya ditentukan oleb pemerintah, maka bank sentral akan melakukan
pembelian mata vang melalui foreign exchange untuk memenuhi target mata uang
yang ditentukan. Transaksi tersebut akan mempengaruhi monetary base seperti
halnya operasi open market. Jika bank sentral melaknkan melakukan pembelian
mata uang asing maka monetary base akan mengalami perkembangan dan
sebaliknya. Pada prinsipnya pengaturan terhadap nilai mata uvang akan
mempengaruhi kondisi’ moneter domestik. Sebagai contoh jika bank sentral
melakukan pembelian mata vang yang mengakibatkan perkembangan pada
monetary base seperti telah disebutkan diatas, maka bank sentral harus melakukan
tindakan untuk menetralisicr pengembangan monetary base dengan melakukan
penjualan surat hutang pemerintah dengan nilai yang sama dengan jumlah mata
nang vang dibeli. Oleh sebab itu goncangan perekonomian dunia akan
menyebabkan bank sentral mengalami kehilangan kontrol terhadap kebijakan
moneter negaranya.

Pada tahun 1980-an para ahli ekonomi mulai percaya bahwa independensi

bank sentral merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan

" (Frankel); Federal Reserve Bank. (n.d.). Retrieved May 16, 2010, from
http:/Awww. federalreserve. gov/monetarypolicy/fome.htm
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kebijakan moneter negaranya. Pada masa-masa inilah banyak bank sentral yang
mulai menerapkan prinsip mata uang mengambang. Hal tersebut juga dilakukan
untuk mengurangi manipulasi terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang
digunakan untuk alasan politis.

Pada tahun 1990-an bank sentral mulai melakukan adopsi kebijakan
moneter yang lebih transparan. Sebagai contoh jika bank sentral menargetkan
inflasi berada pada angka 2% dan pada kenyataannya inflasi jatuh pada angka 5%
maka bank sentral harus memberikan keterangan mengapa hal terscbut bisa terjadi
dan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut.
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BAB3
PERJANJIAN BASEL DAN
ORGANISASI YANG TERKAIT

3.1 Perjanjian Basel

Basel accord atan perjanjian basel merupakan suatu ketenfuan vyang
mengatur mengenai kerangka permodalan perbankan yang diciptakan dengan
maksud agar bank dalam operasionalny;a dapat terhindar dari kemungkinan
terjadinya kerugian yang tidak terkontrol dan membahayakan kehidupan bank itu
sendiri maupun bank-bank lain yang terkait dengannya.

Permodatan bagi bank merupakan swatu hal yang sangat penting dan
menjadi salah satu ukuran utama yang menentukan apakah bank tersebut berada
dalam keadaan sehat atau tidak. Oleh karena perbankan memiliki sifat mediasi,
yaitu suatu lembaga yang berfungéi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan
meneruskan dana tersebut kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya,
maka kondisi kesehatan bank merupakan hal yang mutlak untuk menjamin
masyarakat agar tidak dirugikan oleh praktik pemberian kredit yang berlebihan
yang jauh melewati cakupan kemampuan modal perbankan tersebut.

| Tingkat kesehatan bank diukur den_gah menggunakan rasio kecukupan
modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu perbandingan antara modal
dengan jumlah aset yang dimiliki. Rasio tersebut 2kan menampakkan apakah bank
memiliki kemampuan dalam menyerap kerugian yang kemungkinan timbul dalam
operasionalnya’®.

Bagi bank modal merupakan sumber daya yang sangat mahal dan harus
diatur penggunannya dengan seefektif mungkin agar dapat mencapai keuntungan
yang maksimal disatu sisi dan menjaga stabilitas dari bank itu sendiri di sisi yang
lain. Penentuan modal minimum bagi perbankan biasanya diatur dengan suatu
perhitungan yang cukup remit dan dapat mencakup berbagai elemen yang terkait

sehingga akan menghasilkan angka modal minimum yang seefektif mungkin

. 3 (Capital Adequacy Ratio - CARY; Capital Adequacy Ratio - CAR. (n.d.). Retrieved May
23, 2010, from Investopedia: hitp://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp
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sehingga dapat mendukung tujuan pencapaian keuntungan dan kemanan
perbankan diatas,

Basel Committee on Banking Supervision’s (BCBS) menyatakan bahwa
pengawas bank atau regulator harus menetapkan persyaratan modal minimum
yang aman dan tepat bagi semua bank. Untuk memastikan kestabilan dan
kesehatan sistem keuangan merupakan tujuan yang dimiliki oleh semua otoritas
pengawas perbankan. Sejak akhir 1980, penggunaan perhitungan permodalan
bank secara standar yang berdasar pedoman BCBS telah diikuti secara

internasional untuk mencapai tujuan tersebut.

3.1.1 Evolusi Basel Il

Para pengawas bank atau regulator meyakini bahwa bank harus menjaga
kecukupan modalnya untuk mengcover seluruh risiko yang kemungkinan dapat
timbul dalam menjalankan operastonalnya. Pada tahun 1988, Basel Commiitee on
Banking Supervision (BCBS) menyetujui “‘International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards ' lebih dikenal sebagai Basel Capital Accord
atan perjanjian Basel. Diterapkan sepenuhnya pada tahun 1992, Capital Accord
memperkenalkan dasar dari perhitungan kecukupan modal yang sensitif pada
risiko yang memberikan satu-satunya opsi dalam perhitungan kecukupan modal
untuk bank-bank yang aktif secara internastonal.

Lebih dari satu dekade kemudian, evolusi perbankan diseluruh dunia dan
kenyataan bahwa cara terbaik untuk menghitung, mengelola dan memitigasi risiko
berbeda untuk masing-masing bank menyebabkan Basel Committee berinisiatif
untuk merevisi Accord 1988. Proposal pertama dikeluarkan pada tahun 1999, dan
diharapkan dapat diterapkan pada akhir tahun 2006%°, revisi Capital Accord --
Basel II --- merupakan suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan suatu
spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan

perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka

3 (Bank of International Settlements, 2006); Bank of International Settlements. (2006,
June). Retrieved May 23, 2010, from Bank of Internatipnal Settlements:
http:/fwrerw.bis.org/publ/bchs 128, pdf
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pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan
profil risiko mereka dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan
pengungkapan informasi yang terkait.

Framework kecukupan permodalan yang baru, Basel I, bisa dikatakan
memiliki sifat yang lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang
sensitif terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang lebih
baik. Dalam Base! II, bank diminta untuk mengalokasikan modal yang lebih kecil
untuk counterparéy yang memiliki peringkat lebih tinggi dan modal yang lebih
b;sar untuk yang lebih berisiko. Framework tersebut disusun dalam tiga pilar

yaitu:

. Pilar 1 yang terkait dengan persyaratan modal minimum yang harus
disediakan oleh masing-masing bank untuk mengcover eksposur kredit,
pasar dan operasional.

- Pilar 2 khusus terkait dengan proses review dalam rangka pengawasan yang
bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi
untuk mengcover risiko bank secara keseluruhan.

= Pilar 3 terkait dengan disiplin pasar dan rincian mengenai batas minimum

untuk pengungkapan kepada publik.

Basel I

Gz{mbar 3.1 Pilar Basgel II
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Pilar 1 memberkan pilihan kepada bank dua metodologi dalam
perhitingan kecukupan modal untuk mengcover risiko kredit. Opsi pertama
adalah mengukur risiko kredit dengan ketentuan standar yang didukung oleh
penilaian kredit secara ekternal sebagaimana diberikan oleh lembaga pemeringkat.
Metodologi lainnya, mengacu pada persctujuan dari pengawas, memungkinkan
bank untuk menggunakan sistem pel;leringkatan internal mereka.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem
keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungérfpermodalan yang berbasis
risiko, supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel I
disusun berdasarkan jforward-looking approach yang memungkinkan untuk
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, Hal ini untuk
memastikan bahwa framework Basel IT dapat mengikuti perubahan yang terjadi di
pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat
bagi perbankan namun karena Basel Il merupakan standar yang diakui secara
internasional, akan mudah bagi svatu bank yang akan beroperasi secara global
untuk dapat diterima oleh pasar internasional, kalau mengikuti standar ini.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko
bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek
manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan
(approaches) dalam mengukur risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk)
dan risiko operasional (operational risk), maka hasilnya adalah perhitungan modal
bank yang lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive capital allocation). Dalam
Basel II, perhitungan modal bank ini dimuat dalam Pilar-1 Minimum Capital
Requirement. Dalam berbagai alternatif pendekatan di atas pada dasamya dapat
dikelompokkan menjadi 2 {dua) kelompok besar yaitu pendekatan standar berlaku
untuk seluruh bank (standardised model) dan model yang dikembangkan secara

internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha- dan profil risiko individual
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bank (internal model) sehingga akan lebih menggambarkan keadaan keadaan riil
bank tersebut.

Komparasi di antara 2 pendekatan di atas, maka internal model secara
un:um diharapkan dapat menghasilkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih
tepat sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Ini akan menjadi insentif bagi
bank tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan
dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga pada saatnya dapat
mengoptimalkan insentif yvacg dapat diper?leh dalam menghitung kebutuhan
modal.

3.1.2 Pilar 1 ---- Definisi Modal

Pilar 1 menetapkan persyaratan imodal minimum yang terkait dengan
risiko kredit, pasar dan operasional. Dalam Basel 11, bank harus menjaga sekurang
-kurangnya 8% dari modalnya terhadap aset tertimbang menurut risiko. Dalam

konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

= Modal Tier 1 yang merupakan moda! dasar yaitu saham ditambah saham
utama nonkumulatif ditambah cadangan-cadangan dikurangi goodwill™.
= Modal Tier 2 terdiri dari nilai revaluasi aset dan cadangan umum maupun
- instrumen modal hybrid dan hutang subordinasi.
= Modal Tier 3, ditambahkan dalam Amandemen Capital Accord tahun 1996
tetapi hanya digunakan unfuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank
untuk risiko pasar. Kategori tersebut terdiri dari instrumen hutang

subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus.

* (Bank Indomesia); Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from Bank
Indonesia:http://www.bi. go.id/web/id/Kamus htm?id=M&start=1&curpage=9&search=False&
rule=forward; Goodwill merupakan nilai harta yang tidak berwujud, berupa kemampuar untuk
memperoleh laba, seperti hubungan baik, letak yang menguntungkan; nilai tersebut diikutsertakan
dalam menetapkan harga satu perusahaan, yang baru dapat diperhitungkan pada saat perusahaan

dijual.
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Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50 persen dari
permodalan bank. Diikuti dengan modal Tier 2 yang tidak boleh melebihi 50

persen dari permodalan.

3.1.3 Pilar 1 ---- Risiko Kredit

Base] 1! memungkinkan lembaga keuangan untuk menghitung risiko kredit
untuk memenuhi ketentuan permodalan dengan menggunakan salah satu dari dua
cara sebagai berikut: )
= Berdasarkan Standardised Approach (SA), bank menggunakan daftar

pembobotan risiko dalam penrhitungan risiko kredit dar aset-aset bank.
Pembobotan risiko dikaitkan dengan peringkat yang diberikan kepada
pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan oleh lembaga pemeningkat
eksternal.

. Internal Rating-Based Approack (IRB) mengizinkan bank untuk
menggunakan peringkat internal mereka terhadap counterparty dan
eksposur yang dimiliki yang memungkinkan pembedaan risiko yang lebih
rinci dari berbagai eksposur schingga menghasilkan tingkat permodalan

yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi.

3.1.3.1 Risiko Kredit ---- Standardised Approach

Berdasarkan standardised approach, bank mengalokasikan satu bobot
risiko untuk setiap aset dan pos-pos off-balance sheet yang menghasilkan jumlah

keseluruhan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagai berikut:

ATMR = jumiah eksposur x bobot risiko

Alokasi untuk masing—masing bobot risiko didasarkan pada kategori
umum dari debitur (pemerintah, bank ataw perusahaan), yang selanjutnya

diklasifikasikan kembali dengan peringkat yang diberikan oleh lembaga
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pemeringkat kredit eksternal. Standardised approach menetapkan bobot risiko
berdasarkan perbedaan jenis aset dan menggunakan penilaian kredit eksternal
untuk meningkatkan sensitivitas terhadap risiko dibandingkan dengan Accord
yang digunakan saa: ini. Bobot risiko untuk pemerintah, antar bank dan eksposur

perusahaan dibedakan berdasarkan penilaian kredit eksternal®!.

Contoh Bobot Risike

Lihat bobot risiko dalam tabel pemerintah, bank dan perusahaan. Bobot
risiko 100% menghasilkan beban modal sebesar 8% dari nilai eksposur. Hal yang
sama, bobot risiko 20% menghasilkan beban modal setara dengan 1,6% (20% x
8%) dari eksposur.

Terdapat beberapa bobot risiko lain sesuai dengan perbedaan jenis

eksposur. Beberapa kategori bobot risiko yang diterapkan:

= Eksposur untuk rumah tinggal yang memenuhi kriteria kehati-hatian yang
ketat ditetapkan sevesar 35%.

= Eksposur retail ditetapkan sebesar 75% (pinjaman kepada usaha kecil dan
menengah yang memenuhi kriteria tertentn dapat diperlakukan sebagai
retail).

. Eksposur properti komersial dengan pengecualian terbatas untuk kondisi
tertentu ditetapkan sebesar 100%.

. Eksposur yang berisiko tinggi seperti pinjaman yang telah jatuh tempo
ditetapkan sebesar 150%.

. Bagian-bagian sekuritisasi yang berperingkat BB+ and BB- ditetapkan
sebesar 350%.

3.1.3.2 Risiko Kredit ---- IRB Approach
IRB approach mengakui bahwa bank secara umum lebih mengetahui

debitur mereka dibandingkan lembaga pemeringkat. Pendekatan ini

! (Direktorat Penelitin dan Pengaturan Perbankan, 2006, p. 17); Direktorat Penelitian
dan Pengaturan Perbankan. (2006, September). Implementasi Basel II di Indonesia, Retrieved May
30, 2010, from Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/web/id/ Perbankan/Implementasi+BaseH+11/
Dokumentasi+Basel+1I/basell.htm
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memungkinkan bank untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk
masing -masing risiko dibandingkan tujuh kelompok risiko (0, 20, 35, 50, 75, 100
dan 150%) yang terdapat dalam standardised approach.

Terdapat dua peridc}.atan dalam IRB, dimana kedua pendekatan tersebut
mengacu pada standar pengungkapan dan metodologi yang ketat serta persetujuan

pengawas:

» Foundation IRB --- bank menghitung probability of default yang terkait
dengan masing - masing debitur dan pengawas menyediakan input lainnya .
seperti foss given default dan exposure at default.

=  Advanced IRB --- selain dad PD, bank menambahkan input lainnya seperti
exposure at default, loss given default dan jangka waktu. Persyaratan untuk

pendekatan ini lebih ketat.

Insentif

Penetapan ketentuan permodalan dirancang untuk mendorong bank
berpindah dari standardised approach ke IRB approach dan dari Foundation IRB
ke Advanced IRB. Dengan berpindah ke pendekatan yang lebih maju, yang berarti
keterkaitan yang lebih akurat antara modal dengan risiko, banyak bank akan
mendapatkan pengurangan dari modal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa portofolio bank, secara
rata -rata, lebih tinggi dan IRB approach mempersyaratkan standard yang lebih
tinggi dibandingkan standardised approach.

Komponen Pembobotan Risiko

*  Probability of Default (PD) adalah kecenderungan bahwa suatu debitur akan
default terhadap kewajibannya. Secluruh bank harus menyediakan
perhitungan internal mengenai PD dari debiturnya untuk masing-masing
kelompok debitur.

. Loss Given Default (LGD) adalah persentase kerugian yang diperkirakan
oleh pemberi kredit jika suatu debitur default.
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Exposure at Default (EAD) adalah perkiraan nilai eksposur dari debitur
tertentu pada saat terjadi default.
Maturity (M) adalah jangka waktu efektif (dalam tahun) dari eksposur bank.

Kelompok Aset

Eksposur Perusahaan; kewajiban hutang dari perusahaan, kerjasama atau
kepemilikan. Kelompok eksposur perusahaan dibagi menjadi lima
kelompok sub-aset: pembiayaan proyek, pembiayaan objek, pembiayaan
komeoditas, real estate yang menghasilkan pendapatan dan real estate
komersial yang memiliki volatilitas tinggi.

Eksposur Bank; eksposur kepada bank dan perusahaan sekuritas.

Eksposur Pemerintah; ekpsosur kepada pemerintah, bank sentral, public
sector entities dan MDBs.

Eksposur Retail; eksposur untuk pinjaman retail, termasuk peinjaman
kepada perorangan, usaha kecil, kartu kredit, kredit modal kerja, rumah
tinggal dan kredit angsuran. Basel II mengidentifikasi 2 sub-kelompok
yaitu: eksposur yang dijamin dengan rumah tinggal, retail dengan
kualifikasi tertentu dan kredit retail lainnya.

Eksposur Ekuitas; kepemilikan dalam perusahaan, kerjasama dan

perusahaan bisnis lainnya.

3.1.3.3 Pilar 1 ---- Mitigasi Risiko Kredit

Risiko kredit dari pemberi pinjaman dimitigasi jika debitur memberikan

agunan atau pihak ketiga menjamin kewajiban debifur, ketika ba nk membeli

proteksi kredit, sebagai contoh melalui derivatif kredit, dan lain-lain. Basel II

memberikan pengakuan vang lebih luas terhadap teknik-teknik mitigasi risiko
kredit dibandingkan Accord 1988. Basel II memungkinkan bank untuk mengakui

agunan-agunan sebagai berikut:

Kas
Surat hutang tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah, public sector
entities, bank, perusahaan dan perusahaan sekuritas
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= Sekuritas ekuitas tertentu yang dapat diperdagangkan
. Reksadana tertentu

= Emas

Untuk bank yang menggunakan standardised approach untuk menghitung
risiko kredit, Basel II menetapkan dua kemungkinan pendekatan, yaitu:

s  Simple approach yang memungkinkan tagihan yang dijamin menerima
bobot risiko yang dikenakan kepada imstrumen agunan dengan batasan
terendah sebes:ar 20%. _

= Comprehensive approach terfokus pada nilai tunai dari agunan. Pendekatan
ini menggunakan haircut untuk memperhitungkan volatilitas nilai agunan.
Haircut dapat berupa haircut standar yang telah ditetapkan (ditetapkan oleh
Basel Committee) atau menggunakan esfimasi volatilitas agonan yang
disusun oleh bank.

Bagi bank yang diizinkan menggunakan peringkat internal mereka, simple
approach sebagaimana digambarkan diatas tidak berlaku. Bagi bank-bank yang
menggunakan IRB, komponen LGD akan disesuaikan untuk menggambarkan

manfaat penggunaan agunan untuk mengurangi kemgian.

Sekurifisast Aset

Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan bank untuk antara lain
memindahkan risiko dan mendapatkan likuiditas, Dalam bentuk tradisional, aset
bank dimasukkan dalam satn kelompok yang selanjutnya dijual dengan
menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aset tersebut. Dalam Basel
II, bank harus menerapkan kerangka sekuritisasi dalam menetapkan kebutuhan
modal terhadap eksposur yang berasal dari sekutitisasi tradisional dan sintetis atau
struktur yang sama yang memuat fitur-fitur tersebut.

Oleh karena sekuritisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, penetapan
modal dalam eksposur sekuntisasi harus ditetapkan berdasarkan muatan ekonomis
dibandingkan bentuk legalnya. Hal yang sama, pengawas akan lebih

menitikberatkan perhatiannya pada muatan ekonomis dari transaksi untuk
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menetapkan apakah hal tersebut mengacu pada kerangka sekuritisasi dalam
kaitannya dengan penetapan kebutuhan permodalan,

Dalam sekuritisasi, bank dapat berperan sebagai kreditur asal atau investor
dari aset yang disekuritisasi dan peran yang sébu'unamya dari dua ketgori ini
sangat bervariasi.

Bagaimanapun benfuknya, Basel II menekankan bahwa bank harus
mengalokasikan modal terhadap berbagai bentuk sekuritisasi.

3.1.3.4 Pilar 1 ---- Risike Pasar
Sejak 1 Janvari 1998, perbankan dinegara-negara G10 dipersyaratkan

untuk menyediakan modal untuk mengcover risiko pasar (hal ini mengacu pada
amandemen risiko pasar dari Basel Accord).

Persyaratan permodalan bank untuk risiko pasar ditetapkan dengan
menggunakan dua metode:

Standardised approach mengadopsi apa yang disebut pendekatan
“building bock’ (lampiran) untuk transaksi yang terkait dengan suku bunga dan
instrumen ekuitas yang membedakan persyaratan modal (beban modal) untuk
ristko spesifik dari risko pasar yang umum,

Internal mode! approach yang memungkinkan bank mengpunakan metode
yang dikembangkannya sendiri yang harus memenuhi kriteria kualitatif dan
kuantitatif yang ditetapkan Basel Commiitee dan mengacu pada persetujuan dari
otoritas pengawas.

Internal model approach menetapkan beban modal yang lebih tinggi
terhadap VaR hari sebelumnya atau rata-rata nilai VaR harian selama 60 hari kerja
dikalikan dengan tiga faktor minimum. Bank harus menghitung nilai VaR

berdasarkan nilai harian dengan:

L] One-tailed confidence interval sebesar 99%
- Holding periode minmimum selama 10 hari

" Periode pengamatan minimum selama satu tahun
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Internal model yang digunakan bank harus secara akurat mencakup risiko-
risiko tertentu yang terkait dengan option dan instrumen seperti option.

Adazpun risiko-risiko yang terkandung dalam risiko pasar dapat
digambarkan sebagai berikut: |

Bi ks Addressad Unider the Market Risk Aneadingnt "
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Gambar 3.2 Risiko yang terkandung dalam risiko pasar

3.1.3.5 Pilar 1 ---- Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan oleh Basel Committee sebagai *‘risiko
yang baik langsung maupun tidak langsung berasal dari ketidakmampuan atau
kegagalan proses iniernal, orang-orang dan sistem maupun kejadian-kejadian
eksternal®’.

Terdapat tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk ristko

operasional:

*  Basic Indicator Approach menetapkan beban modal untuk risiko
operasional sebesar persentase tertentu (disebut ““alpha factor’) dani gross
income yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur risiko bank.
Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank terhadap
kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan persentase
tertentu dari rata -rata gross income tahunan selama periode tiga tahun.

»  Standardised Approach mempersyaratkan suatu institusi untuk memisahkan
kegiatannya menjadi dclapan lini bisnis standar, sebagai contoh perbankan
retail, pembiayaan korporasi, dan lain-lainnya. Beban modal untuk masing -
masing lini bisnis dihitung dengan mengalikan gross income untuk masing-

masing lini bisnis tersebut dengan suvatu angka (disebut ‘‘befa’) yang
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ditetapkan untuk masing-masing lini bisnis. Angka beta akan berbeda untuk
masing-masing iini bisnis.

= Advanced Measurement Approach menetapkan perhitungan kebutuhan
modal akan sama dengan pengukuran risiko yang dihasilkaa dari sistem
pengukuran risiko operasional vang digunakan secara internal oleh bank.
Bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagatmana

ditetapkan dalarn Basel I dan harus disetujui oleh pengawas.

Jika Pilar 1 memiliki dampak vang jelas dan terukur terhadap bank
(sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih banyak terhadap Pilar 1), Pilar 2 dan
Pilar 3 juga merupakan elemen yang penting dalam Basel 1L Pilar 2 menekankan
pada proses review daiam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan
bahwa bank meinelihara tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko
mereka. Pilar 3 mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi yang
mencukupi untuk memfasilitasi pelaku pasar memahami nsiko-risiko yang

dihadapi bank yang memungkinkan penerapan disiplin pasar.

3.1.4 Filar 2 ---- Proses Review Dalam Rangka Pengawasan

Proses review dalam rangka pengawasan bertujuan untuk memastikan
bahwa bank menghitung kecukupan modal mereka dikaitkan dengan keseluruhan
risiko yang dihadapi dan pengawas 'Iﬁenilai dan mengambil tindakan yang
diperlukan guna merespon perhitungan modal yang dilakukan bank.

Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio
permodalan minimum atan melakukan langkah-langkah perbaikan seperti
memperkuat manajemen risiko terkait atau praktek-praktek lainnya. Jika
diperlukan rasio yang lebih tinggi, pengawas perlu melakukan intervensi jika
modal bank berada dibawah batasan tersebut.

Pilar 2 mempersyaratkan bank untuk melakukan stress test guna
memperkirakan besarnya kebutuhan modal berdasarkan perhitungan IRB pada
kondisi krisis. Hasil dari tes tersebut harus digunakan bank dan pengawas untuk
memastikan bahwa bank memiliki permodalan yang mencukupi.

Pilar 2 memiliki empat prinsip utama yaitu:
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. Bank harus memiliki proses untuk menghitung kecukupan modal secara
keseluruhan berdasarkan profil risiko mereka termasuk strategi untuk
memelihara tingkat permodalan;

= Pengawas harus mereview dan mengevaluasi strategi dan perhitungan
kecukupan modal yang dilakukan secara internal oleh bank, dan
kemampuan bank untuk memenitor dan memastikan kepatuhan terhadap
rasio permodalan yang ditetapkan;

= Pengawas dapat meminta lembaga keuangan untuk beroperasi diatas rasio
permodalan yang ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk meminta bank
menyediakan modal diatas batas minimum;

. Pengawas dapat melakukan intervensi secara dini untuk mencegah
menurunnya modal bank dibawah batas minimum dan memastikan bahwa
pank mclakukan langkah-langkah perbaikan jika tingkat permodalan tidak

dijaga atau kembali keposisi semula.

3.1.5 Pilar 3 ---- Pengungkapan Kepada Pasar

Pilar 3 menctapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan
pelaku pasar untuk menilai informasi-informas: utama mengenai cakupan risiko,
modal, eksposur risiko, proses pengukuran fisiko dan kecukupan modal hank.

Dalam beberapa kasus, pengungkapan merupakan kriteria khusus dalam
Pilar 1 untuk mendapatkan pembobotan risiko yang lebih rendah dan/atau-untuk
dapat menerapkan metodologi tertentu. Diharapkan akan adanya sanksi langsung
karena tidak memnuhi persyaratan pengungkapan tersebut (seperti tidak diizinkan
untuk mendapatkan bobot risiko yang iebih rendah atau menggunakan metodologi
tertentu).

Pilar 3 juga mendiskusikan peranan dari informasi yang bersifat material,
frekuensi pengungkapan dan isu mengenai informasi rahasia atau yang bersifat

khusus.

3.2 Bank of International Setflements (BIS)

Didirikan pada 17 Mei 1930, BIS merupakan institusi keuangan

internasional tertua di duma. BIS merupakan organisasi internasional yang
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mendorong terciptanya kerjasama moneter dan keuangan internasional dan
bertindak sebagai bank sentral bagi bank sentral di dunia.
Untuk melaksanakan mandat tersebut BIS memiliki peran sebagai

berikut*?:

=  Bertindak sebagai forum diskust dan analisa kebijakan diantara bank sentrall
dunia dan organisasi keuangan internasional.

ol Bertindak sebagai pusat riset ekonomi dan moneter internasional.

*  Bertindak sebagai mitra utama bank sentral dalam melaksanakan transaksi
keunangannya.

=  Bertindak sebagai agen atan perantara dalam operasi keuvangan

internasional.

BIS memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Basel, Swiss dan dua

kantor representatif di Hongkong dan Mexico City.

3.2.1 Sejarah BIS

BIS didirikan berdasar perjanjian Young Plan (1930) yang mengatur
mengenai pembayaran biaya restorast oleh Jerman ke negara sekutu sebagai
akibat dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia l. Perjanjian Young diprakarsai
oleh Owen D. Young seorang konglomerat yang berasal dari Amerika Serikat,
beserta dua orang warga AS yang lain yaitu J.P Morgan Jr - anak dari taipan
perbartkan AS J.P Morgan Sr -, dan Thomas W. Lamont — CEO dari J.P Morgan
& Co sekaligus penasihat keuangan AS untuk bidang luar negeri™.

Selain dimaksudkan untuk menangani keperluan pembayaran restorasi
oleh Jerman diatas, BIS juga dimaksudkan sebagai perantara (frustee) untuk
fasilitas pinjaman Dawes dan Young yaitu pinjaman dari pihak AS yang berfungsi

2 (Bank for International Settlements); Bank for International Settlements. (n.d.).
Retrieved May 23, 2010, from Bank for  International Settlements:
http:/fwww bis-org/fabout/index. htm

** (Large, 2002, p- 215); Large, G. &. (2002). The end of the European era : 1890 to the
present. New York: W. W. Norton & Company; Fifth Edition edition.
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sebagai talangan untuk biaya restorasi diatas®, dan sebagai perintis kerjasama
antar bank sentral secara umum.

Pendirian BIS dimotori oleh tujuh negara yaitu Belgia, Perancis, Jerman,
Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut kemudian
menjadi anggota tetap Beard of Directors (BoD} yang kemudian disebut sebagai
ex—oﬂ"icio directors, kecuali Jepang. Kewenangan dan tanggung jawab BoD dalam
BIS akan dijelaskan pada sub bab “Kewenangan dan Tanggung Jawab BIS™,

Semenjak 1930, kerjasama antar bank sentral di BIS telah dilaksanakan
melalui perternuan rutin ant‘ar gubernur, ahli kevangan, serta intitusi-institusi
keuangan di Basel, Swiss. Untuk mendukung hal ini BIS telah mengembangkan
bagian riset dalam bidang keuangan dan ekonomi moneter serta memberikan
kontribusi yang signifikan dalam bidang pengumpulan, kompilasi, dan diseminasi
informasi ekonomi dan statistik kenangan.

Dalam bidang kebijakan moneter, kerjasama di BIS semenjak akhir Perang
Dunia I sampai awal 1970-an berfokus pada implementasi dan mempertahankan
Bretton Woods sistem. Pada tahun 1970 dan 1980 fokus BIS ialah dalam
pengaturan capital flow antar negara sebagai tanggapan atas peristiwa Krisis
minyak dan krisis hutang internasional yang timbul pada era tersebut. Peristiwa
krisis diatas menimbulkan kesadaran akan perlunya supervisi regulator terhadap
aktifitas perbankan internasional yang pada akhirnya melahitkan Base! Capital
Accord (1988) dan Basel IT (2001-2006). Sedangkan perhatian terkini BIS ialah
mengenai stabilitas keuangan internasional sebagai tanggapan atas peristiwa krisis

di Asia pada akhir 1990-an.

% (Encyclopedia, 2008); Encyclopedia, T. C. (2008). Dawes Plan. Retrieved March 2010,
2010, from www.Encyclopedia.com: http:/www.encyclopedia.com/doc/1E1-DawesPla.html

* (Bank for International Settlements); Bank for International Settlements. (n.d.).
Retrieved May 23, 2010, from htip://www.bis.org/about/origins.htm
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3.2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab BIS

Seperti yang tertuang dalam Statutes of the Bank of International

Settlements, BIS memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut*:

1. Regular meeting of Governors atau pertemuan rutin para gubernur dari bank
senfral anggota. Pertemuan ini dilaksanakan dua bulan sekali bertempat di
Basel, Swiss. Pertemuan ini bertujuan agar para anggota dapat bertukar
pikiran dan informasi mengenai perekonomian dunia, pasar global, dan segala
hal yang terkait dengan permasalahan bank sentrai. Hasil yang didapatkan dari
pertemuan yang bersifat terbuka, dan informal ini ialah semakin-meningkatnya
pemahaman anggota terhadap perkembangan, tantangan, dan kebijakan di
berbagai negara.

2. Meeting of semior central bank officials atau pertemuan tingkat pejabat
senior. Pertemuen ini akan membahas mengenai kebijakan moneter,
pengawasan terhadap pasar internasional, dap segala permasalahan yang
dihadapi oleh bank sentral.

3. Frequent meeling of experts atau pertemuan para ahli. Pedemuan ini
membahas permasalahan-permasalahan yang lebih teknikal seperti hukum,
audit, reserve management, IT system, dan kerjasama teknikal. Dalam
pertemuan ini sering dilibatkan ahli-ahli dari institusi-institusi keuangan lain,
para akademia, dan ahli-ahli dalam bidang yang terkait.

4. Research and statistic atau pelaksanaan riset dan penyusunan statistik. BIS
berfungsi sebagai penghubung antar bank sentral dan agen pertukaran
informasi antar anggotanya. Hasil riset dan pengumpulan statistik ini akan
digunakan untuk mendukung aktifitas dari Basel Committee.

5. Seminars and workshops, sebagai salah satu motor penggerak dari Financial
Stability Institute (FSI) BIS memiliki tugas untuk membagikan informasi yang
dimilikinya (diseminasi) untuk digunakan sebagai masukan bagi forum-forum
keuangan yang terkait. Selain seminar BIS juga bertanggungjawab untuk

 (Bank for International Settlements, 2005); Bank for International Settlements. (2005,
June 27). Statutes of the Bank for Intemnaticnal Settlements. Basel.
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melaksanakan pelatihan bagi anggota-anggotanya terkait dengan implementasi
kebijakan vang dilakukan.

6. Banking services for central banks atau service perbankan bagi bank-bank
sentral. Salah satu fungsi BIS ialah berperan sebagai bank sentral bagi bank-
bank sentral, oleh karena itu BIS juga menyelenggarakan layanan perbankan
bagi sentral bank. Sebagai contoh ialah penyaluran dana bagi bank sentral
Meksiko dan Argentina yang dikarenakan kesulitan dalam pembayaran hutang

negaranya, bekerjasama dengan IMF.

3.2.3 Organisasi BIS

BIS memiliki tiga departemen utama yaitu Monetary and Economic
Department, Banking Department, dan General Secretariat. Tiga departemen
tersebut didukung oleh Legal Service, Compliance and Operational Risk Unit,
Internal Audit and Risk Control, dan Financial Stability Institute,

Disamping itu BIS juga menaungi beberapa grup yang bertujuan untuk
mewujudkan stabilitas keuangan intermasional. Empat komite yang memiliki
otonomi untuk mengatur agenda struktur aktifitas mereka ialah: Basel Committee
on Banking Supervision, Committee on Global Financial Systern, Committee on
Payment and Settlement System, dan Market Committee.

Sedangkan forum internasional yang berkedudukan di BIS namun tidak
- bertanggung jawab secara langsung kepada BIS atau kepada bank sentral ialah:
Financial Stability Board, International Association of Deposit Insurers, dan
Intemnational Association of Insurance Supervisors.

Adapun struktur organisasi BIS secara lengkap dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
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1 On 1 Apnl 2002, the Financial S$1ability Forurn becama the Finencial Stability Board; Extarnal Services
became Meeting Services; and Information and Decumentation Servizes bacamit Communications,

*  The CPSS sacretariat also hondles the secretariat functions for the Central Bank Counterfeit Detarrence
Group.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BIS

3.2.4 Wewenang Pengambilan Keputusan dalam BIS

Di BIS wewenang pengambilan keputusan terbagi dalam tiga level yaitu:

The General Meeting of Member Central Banks, general meeting
dihadiri oleh 55 anggota bank sentral BIS. Setiap anggota memiliki hak
representatit’ dan hak untuk voting yang besarnya ditentukan secara proporsional
terhadap besarnya saham yang dimiliki oleh anggota tersebut. Adapun general
meeting dilaksanakan setiap akhir periode finansial BIS yaitu sekitar pertengahan
tahun.

The Board of Director (BoD), BoD terdiri dari 19 orang anggota (2009)
yang terdiri dari 6 anggota ex-officio yaitu gubemur bank sentral dari Belgia,
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Perancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat; 6 anggota berasal dari bidang
finansial, perdagangan atau industri yang ditunjuk oleh 6 anggota ex-officio dan
memiliki kewarganegaraan yang sama dengan anggota ex-officio tersebut; dan
sisanya {tidak lebih dari ¢ orang) dipilih cleh minimum 2/3 anggota anggota bank
sentral dan tidak berasal dari negara ex-officio. Tugas BoD ialah menentukan
strategi dan kebijakan BIS serta pengawasan manajemen perbankan internasional.
BoD didukung oleh empat subkomite yaitu: Administrative Committee, Audit
Committee, Banking and Risk Management Committee, dan National Commiitee.
The General Manager, geﬁeral manager bertanggung jawab terhadap BoD
dan bertugas untuk melaksanakan segala aktifitas BIS dan menangani hal-hal
penting yang terkait dengan BIS. General manager didukung oleh the Excecutive
Committee of the BIS, yang terdiri dari general manager sebagai ketua, deputy
general manager, dan head of department dan pejabat-pejabat lain dengan level

yang sejajar dan ditunjuk oleh BoD.

3.2.5 BIS dan Organisasi Keuangan Dunia

Disamping organisasi-organisasi yang resmt tercantum dalam statutes BIS,
BIS juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi-organisasi
keuangan internasional yang lainnya, antara lain dengan International Monetary
Fund (IMF), World Bank, dan bertindak sebagai promotor berbagai forum
keuangan international seperti G10 dan G20.

Hubungan yang sangat erat dengan organisasi-organisasi dan forum-forum
keuangan internasional tersebut diwnjudkan dengan seringnya BIS terlibat dalam
operasi keuangan bersama organisasi-organisasi tersebut, dan memprakarsai
berbagai macam kebijakan kevangan internasional dalam forum-forum diatas,
bahkan beberapa pejabat penting dalam organisasi-organisasi dan forum keuangan
internasional diatas merupakan mantan pejabat BIS atau paling tidak memiliki
koneksi yang sangat erat dengan BIS.

Hal-hal diataslah yang memunculkan dugaan bahwa BIS memiliki
kekuatan yang jauh lebih besar dalam menentukan arah perekonomian dunia dan

dapat didukung oleh berbagai macam instrumen kebijakan moneter internasional
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untuk melaksanakan hal tersebut. Pembahasan rengenai aktifitas BIS bersama
organisasi-organisasi dan forum-forum kevangan internasional tersebut akan

dibahas dalam bagian tersendiri.

3.3 International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund (IMF) ialah organisasi internasional yang
berdiri lebih dari 60 tahun yang lalu dan bertujuan untuk mendirikan suatu
framework kerjasama ckonomi internasional vang sinergis sechingga dapat
raenghindari bencana daiam bidang ekonomi seperti yang terjadi pada tahuun
1930-an (Great Depression) dan konflik-konflik dunia yang timbul menyertainya.
Oleh karena perkembangan dunia telah tefjadi dengan pesat maka tujuan IMF juga
turut berkembang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia
ketiga seperti di Asia dan Afrika.

Secara umum tujuan IMF masih belwun bergeser dari pertama kali saat
didirikan, yaifu untuk menjamin adanya stabilitas kevangan bagi masyarakat

dunia. Adapun secara khusus IMF memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut'”:

" Menyediakan wadah atau forum kerjasama untuk mengatasi permasalahan
moneter internasional.

> Memfasilitasi perkembangan perdagangan internasional yang selanjutnya
akan mendorong férciptanya lapangan-lapangan kerja baru, perkembangan-
ekonomi, dan berkurangnya angka kemiskinan.

. Mempromosikan stabilitas nilai tukar mata uvang dan sistem pembayaran
internasional.

" Memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan untuk

mencapai keseimbangan neraca pembayaran negaranya.

7 (International Monetary Fund, 2010); International Monetary Fund. (2010). Retrieved
May 23, 2010, from Intermational Monetary Fund: hup//www.imforg/ external/about/

whatwedo.htm
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3.3.1 Sejarah IMF

Pada tahun 1930-an peristiwa Great Depression melanda dunia. Dimulai
dengan jatuhnya saham Wall Street di Amerika Senkat pada tahun 1929 krisis
dengan cepat menjalar keseluruh dunia dan menyebabkan jatuhnya perdagangan
dunia. Banyak negara menyikapi hal ini dengan menurunkan nilai mata uang
mereka agar dapat berkompetisi di pasar dunia. Namun hal ini justru bersifat
kontra produktif, angka perdagangan dunia menurun dengan drastis.

. Pada bulan Juli 1944 perwakilan dari 45 negara bertemu Bretton Woods,
New Hampshire, Amerika Serikat untuk membahas dan menééri solusi atas
permasalahan tersebut, yang kemudian menjadi asal mula berdirinva IMF.
Negara-negara peserta pertemuan tersebut sepakat untuk menciptakan framework
kerjasama ekonomi internasional, Pada bulan Desember 1945 IMF secara formal
berdiri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Article of Agreement atau
perjanjian kerjasama. Pada 1 Maret 1947 IMF secara resmi beroperasi diikuti oleh

Perancis sebagai negara peminjam pertama pada tahun itu j uga®®.

3.3.2 Organisasi IMF

Perkembangan dunia telah menuntut IMF untuk menyesuaikan
tanggungjawab dan organisasinya agar selalu sejalan dengan perannya sebagai
salah satu organisasi kenangan internasional. Diagram dibawah ini menunjukkan

secara garis besar struktur pemerintahan di IME*.

# {International Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). Cooperation and
reconstruction (1944-71). Retrieved May 23, 2010, from International Monetary Fund:
http:/www.imforg/external/about/histcoop.him

¥ (Internatianal Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). Governance
Structure.  Retreved May 23, 2010, from  International Monetary  Fund:

http:/fwww.imf org/external/about/govstruct.htm
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4 R
Stylized view of IMF Govemance

Explis:

- Bded

Gambar 3.4 IMF Govemance

Board of Governors (BoG), merupakan bagian tertinggi dari organisasi
IMF. BoG terdiri dari seorang gubemur dan alfernate-nya untuk setiap negara
anggota. Gubernur biasanya ditentukan oleh negara masing-masing anggota yang
biasanya diwakilkan oleh menteri keuangan dan gubernur dar bank sentral
masing-masing anggota. BoG memiliki wewenang untuk menyetujui usulan
peningkatan quota, alokasi Special Drawing Right (SDR), persetujuan anggota
baru, pencairan hutang oleh anggota, dan persetujuan amandemen Articles of
Agreement atau perjanjian kerjasama dan By-Laws atau ketentuan umum. BoG
juga berwenang untuk mengangkat executive directors dan menunjuk arbiter jika
terjadi permasalahan terhadap interpretasi perjanjian IMF. Proses pengambilan
keputusan penting dalam IMF ditentukan dalam meeting BoG yang walaupun
seringkali berbentuk konsensus, namun tidak jarang melalui mekanisme voting.
Hak untuk voting dimiliki oleh seluruh anggota IMF déngan besaran suara
proporsional terhadap Special Drawing Right (SDR) dari negara masing-masing.
Pemilik SDR terbesar dalain TMF saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat yaitu
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sebesar 17.09%°. Hal ini menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya
negara semenjak IMF dibentuk yang berhak untuk melakukan veto dalam
penentuan keputusan penting IMF yang menuntut suara super majority sebesar
85%°'.

BoG didukung oleh dua ministerial committee, yaitu International
Monetary and Financial Committee (IMFC) dan Development Committee.
IMFC beranggotakan 24 orang yang diambil dari 186 gubemur anggota. Struktur
ini serupa dengan struktur executive boards yang mewakili konstituen masing-
masing. IMFC membahas mengenai topik-topik yang menjadi perha;tian dan dapat
memberikan dampak bagi perckonomian dunia, serta memberikan masukan bagi
IMF mengenai arahan kerjanya.

Development committee merupakan sebuah joint committee yang bertugas
untuk memberikan masukan ke BoG IMF dan World Bank terkait dengan
permasalahan perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Development
committee beranggotakan 24 orang yang biasanya merupakan menteri kenangan
atau menteri pembangunan dan mewakili keanggotaan IMF dan World Bank.

The Executive Board, memiiiki tanggung jawab untuk mengawasi dan
mengatur operasional IMF sehari-hari. Executive Board beranggotakan 24 orang
yang mewakili 186 anggota IMF. Negara-negara dengan tingkat perekonomian
besar seperti Amerika Serikat dan China memiliki perwakilannya sendiri, namun
sebagian besar anggota di kelompokkan kedalam beberapa grup konstituen dan
memilih salah satu wakil dari negara untuk mewakili kepentingannya.

Mantan menteri keuwangan Indonesia Sri Mulyani pemah menduduki
jabatan executive board ini mewakili negara-negara yang tergabung dalam satu
kelompok konstituen yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Indonesia, Laos,

Malaysia, Nepal, Philipines, Singapore, Thailand, Tonga, dan Vietnam. Untuk

*® (International Monetary Fund); International Monetary Fund. (n.d.). Retrieved May 23,

2010, from International Monetary Fund: hitpZ//www.imforg/ external/np/sec/memdir/

members.htm
5! (Paloni, 2006, Pp. 33-34); Paloni, A. (2006). The IMF, World Bank and policy reform.
New York: Routledge.
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periode saat ini perwakilan konstituen Indonesia kembali diduduki oleh

perwakilan dari Indonesia yaitu Perry Warjiyo.
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Adapun struktur organisasi iIMF secara lengkap dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar 3.6 Organisasi [IMF

3.3.3 Kritik terhadap IMF

Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak terkait dengan
operasional IMF. Pertama ialah tindakan IMF dalam memberikan bantuan
terhadap negara-negara yang mengalami krisis kevangan. IMF cenderung untuk
menyeragamkan solusi mereka terhadap negara-negara yang sedang dilanda krisis
tersebut, padahal sering kali kondist dari negara-negara tersebut berbeda antara
yang satu dengan yang lain. Kedua ialah pemberian bantuan yang terikat dengan
conditionalities atau prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara peminjam

sebelum pinjaman dapat dicairkan, termasuk di dalamnya Structural Adjustment
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Program (SAP). Ketiga ialah pada prinsipnya bantuan dar IMF merupakan
bantuan yang tidak dapat digunakan, bantuan IMF hanya berfungsi sebagai
penjamin bagi lembaga-lembaga kevangan lain untuk memberikan bantuan
kepada negara peminjam, meski demikian negara peminjam tetap dikenakan
beban bunga secara penuh terhadap dana yang dipinjamkan dari IMF2.

SAP wmerupakan terminologi yang digunakan oleh IMF dan World Bank
untuk mensyaratkan negara-negara pemohon pinjaman untuk melakukan
perubahan kebijakan sebelum pinjaman tersebut dapat dicaitkan atau untuk
mendapatkan tingkat bunga pinjaman yahg lebih rendah. SAP diciptakan dengan
tujuan untuk menciptakan neraca fiskal yang seimbang bagi negara-negara
peminjam. Melalui SAP negara-negara peminjam diarahkan visi ekonominya ke
arah ekonomi bebas yang selanjutnya akan mendorong negara tersebut untuk
fokus pada perdagangan dan produksi untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Pada praktiknya implementasi SAP oleh IMF sangat erat kaitannya dengan
proses privatisasi dan deregulasi, juga adanya perubahan kebijakan yang sangat
mendasar baik didalam maupun luar negeri yang intinya ialah untuk mengurangi
batasan-batasan perdagangan dunia. Secara lebih detail kandungan SAP dapat

dijabarkan sebagai berikut™:

» Pemangkasan anggaran belanja negara, atau lebih dikenal dengan proses
Austerily. ‘

. Memfokuskan economic output pada direct export dan resource extraction.

" Devaluast nilai mata vang.

u Liberalisasi perdangangan atau penghapusan batasan-batasan import dan
eksport.

*  Meningkatkan stabilitas investasi melalui ketentnan foreign direct
investment dengan cara pembukaan pasar saham dalam negeri.

' Keseimbangan anggaran.

. Menghilangkan konfrol terhadap harga dan subsidi pemerintah.

52 (Tammnidi, 1998); Tarmidi, L. T. (1998, Juni 10). Krisis Moneter Indonesia : Sebab,
Dampak, Peran IMF dan Saran. Jakarta.

3 (Structural adjustment); Structural adjustment. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from
Wikipedia: http://en. wikipedia.org/wiki/Structural _Adjustment_Program
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u Privatisasi atau devistiture badan-badan usaha milik negara.
= Meningkatkan hak-hak investor luar negeri sesuai dengan hukum
internasional.

. Meningkatkan governance don menghilangkan korupsi.

Negara-negara seperti Jamaika, Argentina, Pakistan, dan Irlandia
merupakan sebagian kecil contoh dari negara-negara yang pernah menerima
bantuan dari IMF dan melaksanakan SAP sebagai prasyarat bantuan tersebut,
namun akibat j'ang ditimbulkan dari penerapan SAP tersebut pada akhimya
menimbulkan dampak yang lebih buruk dari pada krisis awal yang mereka derita.
Hutang pemerintah yang semakin menumpuk, angka kemiskinan yang semakin
bertambah, berkurangnya lapangan pekerjaan, menurunnya tingkat kesehatan
masyarakat, kefidakmampuan bersaing dalam perdagangan bahkan didalam negeni
sekalipun sebagai akibat dari prinsip perdagangan bebas merupakan sebagian

conich dampak negatif yang ditinggalkan oleh implementasi SAP oleh IMF.

3.4 World Bank
Didirtkan pada tahun 1944 World Bank yang pada awalnya bemama

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) merupakan salah
satu institusi yang didirtkan pada saat konferensi Bretton Woods bersama dengan
{nrer}zariorzal Monetary Fund (IME) dan. General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) yang merupakan cikal bakal World Trade Organization (WTO).

Worid Bank merupakan organisasi kenangan intemasional yang memiliki
visi untuk memerangi kemiskinan di dunia. Misi ini dicapai dengan memberikan
bantuan kepada negara-negara terbelakang dan berkembang baik dalam hal
modal, pengetahuan, capacity building, dan kerjasama dalam bidang public and
private sector.

Saat int World Bank memiliki fokus untuk mencapai tujuan yang tertuang
dalam Millenium Development Goal (MDG)**., Adapun MDG merupakan

% (United Nation); United Nation. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World Bank:
http:/fweb.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/EX TSITETOOLS/), ,contentMDK:2020564 1~m
enuPK:435312~pagePK:98400-piPK:98424~1heSitePK:95474,00.htm]
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konsensus bersama dart seluruh anggota PBB yang terdiri dari 192 negara, dan 23

organisasi internasional yang diharapkan untuk dicapai pada tahun 2015, MDG

meliputi 8 hal pokok yaitu:

I.

A G o

o

Menghilangkan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim.

Meningkatkan tingkat pendidikan dasar di negara-negara berkembang.
Mempromosikan persamaan gender dan meningkatkan peranan wanita.
Mengurangi tingkat kematian anak.

Meningkatkan kesehatan ibu hamil. .

Memerangt HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit-penyakit menular lainnya.

Meningkatkan environmental sustainability.

Mengembangkan global partnership for development.

World Bank melihat hal-hal diatas dapat dicapai dengan mengembangkan

perekonomian dan mengembangkan lingkungan bisnis dengan menerapkan faktor-
faktor kunci berikut®: '

Peningkatan kapasitas: hal ini dapat dicapai dengan memperkuat
pemerintahan dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai-
pegawai pemerintah.

Penciptaan  infrastruktur: hal ini  dapat dicapai  dengan
mengimplementasikan sistem hukum dan perundangan yang mendukung
bisnis, perlindungan terhadap kepemilikan pribadi, dan penghormatan
terhadap kontrak.

Pengembangan sistem keuangan: hal ini dapat dicapai dengan menerapkan
sistern keuangan yang kuat yang dapat mendukung pembiayaan mikro
maupun korporat.

Perlawanan terhadap korupsi: memberikan dukungan terhadap negara-

negara yang sedang berusaha untuk memerangi korupsi.

%8 (The World Bank); The World Bank. {n.d.). Retrieved May 23, 2010, from The World

Bank: http://go.worldbank.org/DM4A3ISOWI0
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5. Riset, konsultasi, dan training: World Bank menyediakan platform terkait
dengan riset dan pengembangan. Hal ini terbuka baik untuk negara-negara

yang membutuhkan maupun kepada individu-individu yang berminat.

3.4.1 Organisasi World Bank

World Bank merupakan organisasi keuangan intemasional yang terdin dari
5 institust yaitu: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),
International Development Association (IDA), International Finance Corporation
(IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan Internasional
Centre for Settlement of Investment Disputes (1CSID).

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD))

IBRD merupakan bagian dari World Bank Group yang memiliki tugas
untuk menangani pengurangan kemiskinan di negara-negara dengan penghasilan
menengah dan creditworthy poorer countries dengan memberikan pinjaman,
guarantees, risk management product, dan pelayanan analitis dan advisori untuk
mendukung pengembangan yang berkesinambungan.

Didirikan pada tahun 1944 sebagai institusi asal dari World Bank, IBRD
dibentuk untuk menjadi semacam koperasi bagi 186 anggotanya. IBRD
menggalang dananya sebagian besar dari pasar keuangan dunia dan telah menjadi
salah satu dari institusi keuangan paling berkembang. sejak penerbitan surat
hutangnya yang pertama pada tahun 1947. Melalui layanan dari IBRD yang
meliputi produk-produk financial dan risk management para klien IBRD akan
mendapatkan kemudahan untuk berhubungan dengan Bank’®.

International Development Association (IDA)

56 (International Bank for Reconstructior and Development); International Bank for
Reconstruction and Development. {n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Bank for
Reconstruction and Development: hitp://go.worldbank.org/DSIEME3110
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IDA merupakan bagian dari World Bank Group yang memiliki tugas
untuk membantu negara-negara miskin dan terbelakang. Didirikan pada tahun
1960 IDA memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan
pinjaman kepada negara-negara miskin dan terbelakang (world's poorest
countries) untuk mendukung program-program yang akan meningkatkan
perkembangan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas
hidup masvarakatnya.

IDA merupakan sumber bantuan terbesar bagi 79 negara teriiskin didunia
39 diantaranya berada di Afrika. IDA memberil‘(an bantvan dalam bentuk kredit
taripa bunga dan dengan jangka waktue vang berkisar antara 35-40 talun termasuk
didalamnya 10 tahun grace period. IDA juga memberikan bantuan kepada negara-
negara yang tergolong risk of debt distress (risiko kredit tertinggi). IDA
mendapatkan dananya dari partisipasi negara-negara donor antara lain: Inggris,
Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Kanada, Italia, Spanyol. Belanda, dan

Swedia®’.

International Finance Corporation (IFC)

IFC merupakan bagian dari World Bank Group yang bertugas untuk
menangani perkembangan private sector di negara-negara penerima bantuan. [FC
mendorong perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan melakukan
pembiayaan terhadap investasi pada private sector, memobilisasi sumber dana di
pasar keuangan dan menyediakan advisory service kepada dunia usaha dan
pemerintah.

IFC membantu perusahaan dan institusi kevangan di pasar yang sedang
berkembang untuk menciptakan pekerjaan, menghasilkan pendapatan pajak,
meningkatkan governance perusahaan, dan environmental performance, dan

berkontribusi terhadap masyarakat.
Adapun tujuan dari IFC adalah sebagai berikut:

%7 (International Development Association); International Development Association.
{nd). Retrieved May 23, 2010, from International Development Association:
http://go.worldbank.org/ZRAORSIWWO
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. Mendukung keterbukaan pasar yang kompetitif di negara-negara
berkembang.

. Mendukung perusahaan-perusahaan dan private sector partner yang lain jika
menghadapi kendala atau gap.

*  Membantu menciptakan pekerjaan yang produktif dan memberkan
pelayanan yang esenstal terhadap mercka-mereka yang kurang berontung.

= Sebagai katalisator dan memobilisasi sember-sumber dana yang lain untuk

keperluan perkembangan perusahaan swasta®".

Mulrilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA merupakan bagian dari World Bank Group yang bertugas untuk
mendukung penanaman Foreign Direct Investment (FDI) kedalam negara-negara
berkembang untuk mendukung perkembangan ekonomi, mengurangi kemiskinan,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini dilaksanakan dengan
menyediakan political risk insurance (guarantees).

FDI memegang peranan penting dalam perkembangan di negara-negara
miskin dan terbelakang. Pembangunan infrastruktur merupakan contoh termiudah
dari implementasi FDI tersebut. MIGA berperan untuk menyediakan garansi
kepada para penanam FDI agar mereka dapat mendapatkan kepastian dari
berbagai risiko );ang kemungkinan besar akan dihadapi ketika bekerja pada
negara-negara terbelakang dan rﬁiskin seperti permasalahan keamanan, pemutusan
kontrak secara sepihak, akses terhadap pendanaan, biaya operasional yang tinggi,
permasalahan hukum dan lain sebagainya, Jika dikemudian hari para penanam
FDI yang telah difasilitasi oleh MIGA menderta kerugian oleh karena risiko-
risiko diatas, maka MIGA selaku pemberi garansi akan mengganti kerugian yang

timbul dari para investor’".

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ECSID)

8 (International Finance Corporation); International Finance Corporation. (m.d.).
Retrieved May 23, 2010, from International Finance Corporation: http://fwww.ifc.org/abont

5% (Multilateral Investment Guarantee Agency )
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ICSID merupakan institusi otonomi internasional yang didirikan berdasar
Convention on the Settlement of Invesiment Disputes between States and nationals
of Other States dengan jumlah anggota lebih dari 140 negara. Konvensi tersebut
memberikan mandat bagi ICSID untuk memfasilitasi konsiliasi dan arbitrasi
permasalahan (dispute) investasi intemasional.

Konvenst ICSID merupakan perjanjian multilateral yang diromuskan oleh
Executive Directors dari IBRD {(World Bank) dan didirtkan pada tahun 1965.
Konvensi ICSID bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang tefkait dengan investasi internasional yang tidak diakibatkan
oleh sebab-sebab risiko non-commercial yang tidak diatur dalam metode
internasional. Saat ini ICSID diperhitungkan sebagai salah satu lembaga arbitrasi
intemasional yang terbaik.

ICSID tidak melakukan konsiliasi maupun arbitrasi terhadap permasalahan
yang timbul, melainkan hanya menyediakan framework secara institusional
maupun prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase

vang dituajuk dalam setiap permasalahan®.

3.4.2 Kritik terhadap World Bank

World Bank telah lama mendapatkan kritik dari organisasi-organisasi non
pemerintah, akademisi, bahkan darn mantan chief economist World Bank sendiri.
Kritik-kritik tersebut berkisar terhadap kebijakan World Bank yang selalu
mengedepankan implementasi pasar bebas di negara-negara miskin atau
berkembang yang meminta bantuan terhadap mereka. Para kritikus berpendapat
bahwa implementasi pasar bebas di negara-negara miskin atau berkembang
kebanyakan berakibat negatif karena diimplementasikan secara buruk, terlalu
cepat, atau karepa urutan implementasi yang salah dan pada negara dengan

ekonomi yang lemah dan tidak kompetitif.

® (International Centre for Settlement of Investment Disputes); Intemational Centre for
Settlement of Iuvestment Disputes. (n.d.). Retrieved May 23, 2010, from International Centre for
Settlement of Investment Disputes: http://icsid. worldbank.org/ICSIDY FrontServlet?requestType=
CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID _Home
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Catherine Caufield dalam bukunya Master of lllusion: The World Bank
and Poverty Nations (1996) berargumen bahwa asumsi dan struktur penanganan
masalah yang digunakan oleh World Bank mengakibatkan kerusakan di negara-
negara selatan. Bagi World Bank permasalahan disetiap negara ialah sama oleh
karena itu mereka selalu menerapkan formula penanganan yang sama terhadap
negara-negara tersebut. Pola penanganan tersebut akan mengadopsi pendekatan
secara barat sedangkan pendekatan ekonomi tradisional akan ditinggalkan.
Asumsi kedua yang juga sering diterapkan oleh World Bank ialah bahwa
perubahan’ perekonomian tidak dapat dijalankan tanpa dana dan advise dari luar
negeri {(Caufield, 1997).

Salah satu kritik terkeras tethadap World Bank ialah bagaimana cara
organisasi tersebut diatur, Walaupum World Bank beranggotakan 186 negara
namun pada kenyataannya organisasi tersebut di atur oleh negara-negara dengan
ekonomi kuat. Negara-negara ini memiliki kewenangan untuk menentukan para
pemimpin World Bank sehingga kepentingan mereka sangat dominan di
organisasi tersebut {Woods, 2006).

World Bank memiliki dua peran yang kontradiksi, yaitu peran sebagai
organisasi pelitik dan peran sebagai organisasi praktis. Sebagai organisasi politik
World Bank berkewajiban untuk memenuvhi permintzan atau kepentingan dari
negara-negara donor, pemerintah yang meminjamkan dana, private capital
market, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Sebagai organisasi praktis
World Bank harus bersikap netral, berfokus terhadap bantuan-bantuan untuk
perkembangan yang diberikan, serta bantuan-bantuan teknis yang mendukung
program-programnya. Kewajiban World Bank terhadap negara-negara donor dan
private capital market menyebabkan kebijakan-kebijakannya sangat mengarah
kepada kepentingan pasar yang dalam hal ini ialah implementasi pasar bebas
{(Weaver, 2008).
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3.5 BIS, IMF, dan World Bank — 3 Serangkai Pengatur Perekonomian
Dunia

Pada bagian-bagian sebelumnya kita telah menjabarkan mengenai BIS,
IMF, dan World Bank, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana tiga
organisasi kenangan dunia tersebut saling berhubungan dan bagaiinana Basel 1I
sebagail ketentuan yang diimplementasi diseluruh dunia memiliki peranan yang

sangat besar dalam membentuk perekonomian dunia.

3.5.1 Bermula dari Dawes Plan

Dawes Plan merupakan program settlement hutang pemerintah Jerman
yang ditimbulkan pasca Perang Dunia I sebagai konsekuensi kekalahan yang
diderita oleh Jerman di perang dunia tersebut dan ditetapkan pada tahun bulan
Agustus 1924°', Dawes Plan digagas oleh Charles G. Dawes seorang bankir dan
politisi yang juga menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat yang ke-30
serta pemenang nobel perdamaian tahun 1925.

Dalam perjanjian Dawes Plan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah
Jerman diwajibkan untuk membayar biaya restorasi kerusakan yang ditimbulkan
akibat Perang Duniz I yaitu sebesar 226 Milyar Reichsmarks yang kemudian
dikurangi menjadi 132 Milyar Reichsmarks atau berkisar USD 31,4 Milyar,
jumlah yang sangat besar dan diperkirakan baru akan dapat dibayar lunas oleh
Jerman pada tahun 1988,

Salah sat keputusan penting yang dibuat dalam perjanjian Dawes Plan ini
ialah bahwa Jerman akan bergantung sepenuhnya terhadap hutang Amerika
Serikat untuk membiayai ‘“hutang perang” ini. Oleh sebab itu tidaklah
mengherankan jika delegasi Amerika Serikat pada waktu itu diwakili oleh bankir

5 (The Columbia Encyclopedia, 2008); The Columbia Encyclopedia. (2008). Dawes
Plan.  Retideved  May 25, 2010, from The  Columbia  Encyclopedia:
http:/rwrww.encyclopedia.com/doc/ 1 El-DawesPla.html

62 {Braun, 1990, p. 46); Braun, H.-J. (1990). The German Economy in the Twentieth

) Century. London: Routledge.
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dan industrialis, yaitu Dawes sendiri sebagai pendiri dari Central Trust Company
of llinois atau lebih dikenal dengan Dawes Bank®, dan Owen D. Young presiden
dari General Electric yang nantinya akan berperan dalam perjanjian Young Plan.

Karir Owen D. Young di GE dimulai dari undangan secara langsung oleh
pendiri GE yaitu Charles A. Coffin. Coffin mulai tertarik dengan Young saat
Young muda memenangkan kasus Stone and Webster melawan GE pada tahun
1911%, kasus tersebut membuat Coffin menawarkan secara [angsung jabatan di
GE dan disetujui oleh Young pada tahun 1912%. General Electric sendiri tidak
bisa dikat'akan sebagai perusahaan industri raksasa yang terbebas pengaruhnya
dari perbankan, bahkan sebaliknya GE memiliki hutang jasa yang sangat besar
terhadap perbankan.

Pada tahun 1894 dikala GE mengalarmi kesulitan kevangan yang luar biasa
dan terancam untuk bangkrut John Pierpont Morgan pendiri J. P. Morgan bank
dari ramah peristirahatannya di Maine menginstruksikan untuk membernikan
pinjaman yang akhirnyz menyelamatkan GE dad kebangkrutan®®. Hal tersebut
menyebabkan GE berhutang budi terhadap J. P. Morgan hal ini akan tampak jelas
pada saat nantinya Young mengajak salah satu putra dari J. P. Morgan vntuk turut
serta dalam perumusan Young Plan.

Namun sebelum kita melangkah ke pembahasan Young Plan, ada baiknya
kita sedikit kembali kebelakang dan membahas tentang J. P. Morgan. John
Pierpont Morgan atau lebih dikenal sebagai J. P. Morgan merupakan salah satu
bankir ternama di Amerika Serikat. Putra dari Junius Spencer Morgan dan Juliet
Pierpont yang juga berprofesi sebagai bankir ternama yang menjalankan bisnisnya
di London Inggris. J. P. Morgan sendiri mengawali karir perbankannya dari
bimbingan sang ayah, dimulai dengan bekerja di banking house of Duncan,

% (Haberman, 1972); Haberman, F. W. (1972). Nobel Lectures, Peace 1901-1925.
Amsterdam: Elsevier Publishiﬁg Company.

64 (Josephine Young Case, 1982, p. 116}; Josephine Young Case, E. N. (1982). Owen D.
Young and American enterprise: a biography. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.

% (Josephine Young Case, 1982, p. 103); Josephine Young Case, E. N. (1982). Owen D.
Young and American enterprise: a biography. Boston: David R. Gedine, Publisher, Inc.

& (Josephine Young Case, 1982, p. 102); Josephine Young Case, E. N. (1982). Owen D.

Young and American enterprise: a biography. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc,
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Sherman & Company di New York yang merupakan perwakilan dart George
Peabody & Company sebuah bank besar yang berpusat di London yang juga milik
dari sang ayah, Junius Spencer Morgan yang berpartner dengan George Peabody
seorang usahawan asal Amerika Serikat yang pada masa akhir hidupnya tinggal di
Inggrism.

George Peabody merupakan seorang pengusaha sukses di Amerika Senkat
yang pada tahun 1827 hijrah ke inggris untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak
lama setelah Peabody tiba di London dia mendapat undangan dari Nathan Mayer
Rothschild seorang bangsawan yang sang;at kaya taya di Inggris. Rothschild
kemudian menjabarkan maksud undangannya tersebut kepada Peabody, bahwa
meskipun dengan kekayaannya yang sangat besar, namun keberadaannya kurang
disukai oleh para bangsawan lain yang ada di Inggrs. Untuk itu dia menawarkan
kepada Peabody untuk bertindak mewakili kepentingannya dan tentu saja dengan
dana yang ia miliki. Peabody menyetujui rencana tersebut, dan mulail sejak itu
Peabody sering mengadakan pesta bagi kelvarga-keluarga bangsawan Inggris di
kediamannya®,

Tidak hanya itu dengan bantuan Rothschild perusahaan Peabody menjadi
berkembang dengan pesat, Banking House yang berfokus pada perdagangan surat
berharga Amerika Serikat di Inggris tersebut menjadi salah satu banking house
paling disegani di Inggris. Selama Hidupnya Peabody tidak pernah menikah, oleh
sebab itu dipenghujung hidupnya dia menyerahkan George Peabody & Company
sepenuhnya ketangan partnernya Junius Spencer Morgan yang kemudian merubah
nama perusahaan itu menjadi Junius S. Morgan Company cikal bakal bank J.P.
Morgan, salah safu bank terbesar di Amerika Serikat. Bahkan sepeninggal
Peabody hubungan antara Morgan dengan Rothschild tetap terjaga dengan baik®.

§7 (Carosso, 1987, p. 44); Carosso, V. P. (1987). The Morgans. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press.

68 (Mullins, 2009, p. ch.5); Mullins, E. (2009). The Secrets of the Federal Reserve. Carson
City, Nevada: Bridger House Publishers Ine. .

% (Carosso, 1987, p- 195); Carosso, V. P. (1987). The Morgans. Cambridge,

Massachusetis: Harvard Untversity Press.
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3.5.2 Young Plan - Awal Mula BIS

Kembali ke tahun 1920-an, dengan begitu besarnya hutang yang harus
ditanggung oleh Jerman pasca kekalahannya di Perang Dunia I dan seperti yang
sudah diduga oleh banyak pihak, akhimnya Jerman memang terbukti tidak mampu
untuk melunasi hutang tersebut seperti yang telah disyaratkan dalam Dawes Plan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka komite sekutu kembali mengutus
Owen D. Young untuk mencari jalan keluwar dari permasalahan tersebut.

Untuk membantu usahanya tersebut Young mengajak dua bankir Amerika
ternama J. P. Morgan Jr dan partnernya Thomas W. Lamont salah satu pejabat
di J.P. Morgan bank. Hasil dari serangkaian pembahasan yang dibahas oleh
komite ialah lahirnya kesepakatan Young Plan pada tanggal 31 Agustus 19307,

Salah satu hasil keputusan dari Young Plan iersebut ialah dibentuknya
suatu organisasi internasional yang bertugas untuk menangani pembayaran hutang
Jerman tersebut. Organisasi ini disebut sebagai Bank of Intemational Settlement
(BIS) dan berperan sebagai organisasi non politik independen yang akan
mengkoordinasi bank-bank sentral dari negara-negara vang terlibat dalam
pembayaran hutang Jerman tersebut. Sejak awal BIS juga dibentuk sebagai
organisasi yang akan memfasilitasi perdagangan dan pertukaran mata uang’!,
dengan kata lain merupakan benih-benih dari globalisasi.

Meskipun pada akhirmnya usaha menarik hutang dari Jerman tersebut gagal,
namun BIS tetap berdiri dan bahkan memiliki posisi yang kuvat sebagai bank dari
bank-bank sentral di dunia.

3.5.3 Konferensi Bretton Woods - Lahirnya IMF dan World Bank

Dengan disepakatinya perjanjian Young Plan pada tahun 1929, maka
kesempatan Jerman untuk dapat membayar hutang perangnya secara lebih ringan
kembali terbuka. Namun sayangnya pada tahun itu juga terjadi krisis keuangan
yang lebih dikenal dengan Great Depression terjadi di Amerika. Hal ini

" (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Young Plan. Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia:
http://en. wikipedia.org/wiki/Y oung_Plan
7! (Josephine Young Case, 1982, p. 437); Josephine Young Case, E. N. (1982). Owen D.

Young and American enterprise: a biography. Boston: David R. Godine, Publisher, Inc.
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mengakibatkan goncangan perekonomian dalam skala global. Hutang Jerman
yang pada saat itu sangat bergantung kepada pinjaman dari Amerika Serikat tidak
dapat berjalan dengan baik bahkan terancam batal’.

Hal tersebut ditambah dengan krisis kevangan yang terjadi di Amerika
Serikat akan mengancam jatuhnya sistem kevangan dunia. Untuk menghindari hal
tersebut terjadi lagi maka para pemimpim keuwangan dunia sepakat untuk
menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga stabilitas sistem keuvangan tersebut.
Dimotori oleh departemen keuangan Inggris dan Amerika, United Nations
Mdnetary and Financial conference atau lebih dikenal dengan Bretton Woods
conference diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944 dan dihadiri oleh
44 negara. Konferensi tersebut disengzeclarakan dengan maksud untuk
mempercepat proses pengembalian hutang paska perang dunia, dan untuk
mewujudkan stabilitas keuangan.

Meskipun dihadiri oleh 44 negara pada kenyataannya konferensi tersebut
hanya memperdebatkan dua proposal utama, yaitu proposal dari Inggris yang
diwakili oleh John Maynard Keynes dan proposal dari Amerika Serikat yang
diwakili oleh Harry Dexter White. Pada dasarmya Keynes mengajukan proposal
yang lebih mengedepankan perkembangan ekonomi sementara White mengajukan
proposal yang lebih mengedepankan stabilitas harga.

- Seielah melalui perdebatan yang panjang, maka disepakati poin-poin
berikut dalam pérjanjian Bretton Woods™:

1. Pembentukan IMF dan IBRD (yang nantinya menjadi World Bank).

2. Sistem tukar mata uang yang tetap namun dapat di sesuaikan dengan
perbandingan emas.

3. Mata vang suatu negara harus dapat diperdagangkan.

4. Pemerintah berhak untuk menyesuaikan tingkat tukar mata uwangnya
sebesar 10% dari nilai yang sudah disepakati.

™ (Hudson, 2003, p. ch.5); Hudson, M. (2003). Super Imperialism: The Origin and
Fundamentals of U.S. World Dominance. London and Sterling: Pluto Press.

K (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). United Nations Monetary and Financial Conference.
Retrieved May 26, 2010, from Wikipedia: http://fen. wikipedia.org/wiki/

United_Nations Monetary _and Financial_Conference
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5. Seluruh negara anggota harus terdaftar dalam IMF.

Pada konferensi Bretton Woods ini beberapa delegasi sempat
mengutarakan ide untuk membubarkan BIS karena ditenggarai terbukti
melakukan pelanggaran kejahatan perang bersama Nazi. Ide ini sempat didukung
oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin D. Roosevelt dan ditentang oleh

Keynes'”.

Keputusan untuk membubarkan BIS itu sempat di setujui oleh
Roosevelt namun tidak pernah dijalankan sampai meninggalnya sang Presiden di
tahun 1945, Pengganti Roosevelt, presiden Harry S. Truman tidak melanjutkan
proses tersebut.

Sejak IMF dan IBRD dibentuk telah terdapat semacam kesepakatan tidak
tertulis bahwa pimpinan dari IMF akan selalu berada di tangan orang Eropa
sedangkan pimpinan dari World Bank akan selalu berada di tangan orang Amerika
Serikat, dan hal tersebut masih berjalan sampai saat ini.

Dengan lahimya IMF dan World Bank maka sudah lengkaplah perangkat
vntuk mengatur perekonomian dunia. Ketiga organisasi tersebut diciptakan

dengan tujuannya masing-masing, namun bersifat saling mendukung antara yang

satun dengan yang lain,

3.5.4 Mekanisme Kerja BIS, IMF, dan World Bank

~ Adapun pola kerjasama antara BIS, IMF, dan World Bank adalah scbagai
~ berikut: IMF dan World Bank merupakan institusi keuangan internasional yang
berhubungan dengan pemerintahan dari suatu negara, sedangkan BIS merupakan
organisasi kevangan intermasional yang berhubungan dengan bank sentral suatu
negara.

Dalam pola pemberian hutang dan pencairannya IMF selalu
mengikutsertakan BIS. Di dalam fungsi BIS terdapat suatu mekanisme yang
bernama bridge loans yaitu suatu mekanisme talangan yang diberikan oleh BIS

melalui rekening bank senfral dari negara tersebut. Talangan ini sifatnya

™ (Mikesell, 1994)
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sementara sampai pinjaman yang sifatnya lebih permanen telah dapat dicairkan
oleh IMF maupun World Bank™”.

Bridge loan memiliki tujuan untuk menyeimbangkan neraca keuangan
suatu negara yaug mengalami krisis yang pada umumnya berada pada keadaan
defisit. Dengan sejumlah vang yang disuntikkan kedalam rekening bank sentral
negara tersebut maka neraca kevangan negara tersebut akan berada pada keadaan
seimbang. Keadaan neraca yang seimbang ini biasanya menjadi prasyarat bagi
IMF dan World Bank untuk mencairkan pinjamanyang mereka janjikan.

Meskipun bersifat sementara namun untuk dapat mencairkan bridge loan
itu sendiri suatu negara sudah harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh
IMF maupun World Bank yang tertuang dalam conditionality atau Structure
Adjusment Program (SAP). Salah safu hal utama yang selalu ada dalam poin SAP
ialah restrukturisasi perbankan, keterbukaan dan stabilitas sistem keuangan, dan
perdagangan bebas, tiga hal utama yang dibutuhkan dalam globalisasi.

Mengingat eratnya kerjasama antara tiga organisasi kenangan internasional
tersebut maka tidak heran kalau pejabat-pejabat dari tiga institusi keuangan
tersebut merupakan orang-orang yang saling terkoneksi jika tidak mau dibilang

terkoneksi secara langsung dengan BIS.

Ivar Rooth; managing director kedua IMF (1951-1956) merupakan pria kelahiran
Swedia pada tahun 1888. Rooth merupakan mantan direktur BIS periode 1931-
1933 dan 1937-1949, dan pemah memimpin misi IBRD (World Bank) ke Irak
pada tahun 19517,

Per Jacobsson; managing director ketiga IMF (1956-1963) merupakan pria
kelahiran Swedia pada tahun 1894. Jacobsson merupakan mantan anggota seksi

ekonomi dan finansial dari liga bangsa-bangsa (kemudian berubah menjadi PBB),

S (Baker, 2002, pp. 141-142); Baker, J. C. (2002). The Bank for International
Settlements: evolution and evaluation. Westport: Praeger.

7 (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Jvar Rooth. Retrieved May 27, 2010, from Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Rooth
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mantan kepala departemen Ekonomi dan Moneter dari BIS (1931), dan

merupakan pendiri Basle Centre for Economic and Financial Research’”.

Jacques de Larosiére de Champfeu; managing director keenam IMF (1978-
1987), yang setelah bertugas di IMF menjadi presiden IBRD (1993-1998)%.

Michel Camdessus; managing director ketuyjub IMF yang juga merupakan MD
terlama di IMF (1987-2000}. Camdessus merupakan mantan chairman Paris Club,
dan mantan gubemur bank sentral Perancis (1984). Managing director IMF pada
saat Indonesia mengalami krisis kevangan 1998. Meski tidak memiliki latar
belakang kanr di BIS namun Camdessus sering terlibat aktif di rapat-rapat
terbatas BIS”.

Mario Draghi; anggota the Governing and General Councils dari European
Central Bank, gubernur bank sentral Italia, dan board of director BIS. Mantan
executive director The World Bank (1984-1990)%°, dan sekarang menjabat

chairman Financial Stability Forum.

John Jay McCloy; seorang Amerika kelahiran tahun 1895 ini merupakan
presiden World Bank kedua (1947-1949). McCloy merupakan mantan chairman

7 (Per Jacobsson Foundation); Per Jacobsson Foundation. {n.d.). Per Jacobsso
Bipgraphy.  Retrieved May 27, 2010, from Per Jacobsson  Foundation:
http:/ferww.perjacobsson.org/bio.htm

™ (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Jacques de Larosiére. Retrieved May 27, 2010, from
Wikipedia: http:/en. wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Larosi%C3%A8re

™ (Berry, 1998, p. HO1); Berry, J. M. (1998). Key Players Control World Money Supply.
Wushington Post , HO1.

% (Wikipedia); Wikipedia. (nd.). Remieved May 8§, 2010, from
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
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Chase National Bank (the Rockefeller Bank), dan merupakan salah seorang
trustee dari Rockefeller®' Foundation (1946-1949; 1953-1958).

Eugene "Geue" Robert Black, Sr; merupakan presiden World Bank ketiga
(1949-1963). Sama seperti McCloy, Gene juga memiliki latar belakang sebagai
bankir dari Chase National Rank. Gene merupakan putra dari mantan gubernur the
Fed (1930) yang bernama Eugene Robert Black®%.

George David Woods; Woods merupakan presiden World Bank keempat (1563-
1968). Sama seperti kedua pendahulunya Woods merupakan mantan pejabat di
Chase National Bank®.

Mama-nama diatas merupakan sedikit nama dari pejabat-pejabat di IMF
dan World Bank yang terafiliasi dengan BIS maupun Rockefeller. Jika ditambah
dengan sejarah pembentukan organisasi-organisasi kevangan internasional
tersebut, yang telah dibahas sebelumnbya, maka kita akan melihat bahwa dunia
moneter internasional merupakan dunia yang sangat sempit, yang beristkan orang-
orang dari kalangan terbatas.

Gambar dibawah ini menampilkan hubungan antara BIS dan organisasi-
organisasi kevangan intemasional yang sebagian tidak dibahas di tesis ini. Namun

keterangan singkatnya akan diikutsertakan sebagai lampiran.

¥ (Rothschilds & Rockefellers - Trillionaires Of The World); Rothschild dan
Rockenfeller merupakan relatif/saudara. Keluarga Rockenfeller berkembang di Amerika sementara
Rothschild di Eropa.

B (Wikipedia); Wikipedia. (n.d.). Johin Jay McCloy. Retrieved May 27, 2010, from
Wikipedia: hetp://en.wikipedia.org/wiki/John_J,_McCloy

8 (The World Bank); The World Bank. (n.d.). George David Woods. Retrieved May 27,
2010, from The World Bank: htip://go.worldbank.org/SY4JPEACS0
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BAB 4
BASEL I DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai implementasi
perjanjian Basel II di Indonesia, dimulai dengan Bank Indonesia sebagai lembaga
yang berwenang untuk menerapkan kebijakan tersebut, dilanjutkan dengan latar
belakang bagaimana masuknya kebijakan tersebut di Indonesia yang dimulai
dengan terjadinya knisis ekonomi pada tahun 1997, peranan IMF di Indonesia, dan
terakhir ialah akibat yang ditimbulkan dengan diterapkannya kebijakan tersebut di

Indonesia,

4.1 Bank Indonesia

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
dijelaskan bahwa Bank Indomesia ialah bank sentral Republik Indonesia vang
merupakan badan hukum indepcenden yang bebas dari intervensi pemerintah dan
pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal vang secara tegas diatur dalam UU
tersebut™.

Adapun tugas utama dari Bank Indonesia dapat dilihat pada gambar
berikut:

¥ (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999
TENTANG BANK INDONESIA, 1999)
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Gambar 4.1 Tugas Bank Indonesia

1. Menetapkan dan melaksanakan implementasi kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

3. Mengatur dan mengawasi bank.

Terkait dengan tugas pada poin satu, Bank Indonesia merupakan lembaga
negara yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan-kebijakan
moneter yang meliputi penetapan target-target moeneter, menetapkan target inflasi,
melaksanakan kontrol moneter, mengembangkan kredit dan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank jangka
pendek, menyediakan pendanaan daruraf pemerintah pada sitvasi dimana bank
mengalami permasalahan kewangan dengan potensi dampak sistemik dan dapat
menimbulkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, menerapkan kebijakan
pertukaran mata uang, dan mengatur persediaan mata uang asing,

Terkait dengan tugas pada poin dua, Bank Indonesia menentukan
penggunaan instrumen-instrumen kevangan yang diperbolehkan, mengatur
mengenai sistem kliring antar bank, mengatur mengenat final settlement transaksi-
transaksi keuangan antar bank, mencetak dan mengedarkan mata uang Rupiah
serta melakukan penarikan terhadap mata uang yang sudah tidak berlaku untuk

selanjutnya dihancurkan.
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Terkait dengan tugas pada poin tiga, Bank Indonesia berwenang untuk
memberikan serta mencabut ijin operasional lembaga kevangan. Bank Indonesia
juga berwenang untuk menetapkan regulasi perbankan, melakukan aktifitas
pengawasan dan menjatuhkan sanksi bagi bank-vank yang melanggar ketetuan.

Meskipun pengaturan dan pengawasan terhadap bank hanya merupakan
satu bagian dari fugas Bank Indenesia, namun pada kenyataannya sebagian besar
porsi dari tugas Bank Indonesia tersebut berkaitan sangat erat dengan dunia
perbankan, Pelaksanaan kebilakan moneter yang diantaranya menjaga tingkat
inflasi, maupun menjaga tingkat bunga pada akhimya tidak dapat dilepaskan
dengan peran perbankan, demikian juga kelancaran sistem pembayaran pada
dasarnya merupakan perwujudan operasional perbankan secara umum. Oleh sebab
itu segala repulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berkaitan dengan
perbankan termasuk adopsi peraturan Basel II dapat memiliki dampak yang

signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

4.1.1 Stabilitas Sistem Keuangan

Seperti telah disebutkan diatas tujuan utama Bank Indonesia ialah untuk
menjaga stabilitas mata nang yang dalam hal ini dapat diartikan sebagat stabilitas
sistem kevangan secara luas. Namun apakah hubungan antara stabilifas sistem
kevangan dengan stabilitas moneter yang menjadi tujuan umum dar sebagian
besar bank sentral di dunia ini? Bank Indonesia melalui studinya telah
mendefinisikan bahwa hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan

stabilitas moneter dapat dilihat sebagai berikut®:

& (Bank Indonesia)
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Gambear 4.2 Hubungan Stabilitas Ekonomi dengan Stabilitas Moneter

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan
penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor
keuangan. Ketidakstabilan sistemn keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam
penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan
pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri
dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko
yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit,
risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung
oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin
terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk
kevangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin
tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapai mengakibatkan sumber-
sumber pemicu ketidakstabilan sistem kevangan meningkat dan semakin beragam,
juga dapat mengakibatkan seinakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya
lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi
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sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya
dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin
membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan
perekonomian.

Identifikasi secara forward looking tersebut didasarkan pada metode
perhitungan yang terdapat pada Basel Il yang pada gambar diatas ditunjukkan
dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Kegagalan terhadap stabilitas sistem kewangan akan mengakibatkan hal-
hal dibawah ini®; ‘

1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga
kebijakan moneter menjadi tidak efektif.

2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat
alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan
ekornomi.

3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem kevangan yang uvmumnya akan
ditketi dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya
sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.

4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem kewangan apabila

terjadi krisis yang bersifat sistemik.

4.1.2 Bank Indonesia dan Dunia Perbankan

Sebagai regulator utama bagi dunia perbankan di Indonesia, Bank
Indonesia diwajibkan untuk memiliki arahan dan aturan yang jelas terhadap
operasional perbankan di Indonesia. Arahan bagi dunia perbankan Indonesia ini
terpampang dengan jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (AP1) yang telah
ditetapkan cleh Bank Indonesia pada tahun 2004.

8 (Bank Indonesia); Bank Indonesia. (n.d.). Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan.
Retrieved May 24, 2010, from Bank Indomesia: http:/www bi.go.id/web/id/Perbankan/
Stabilitas+Sistem+Keuangan/Tkhtisar/Pentingnya+SSK/
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Untuk mendukung hal tersebut Bank Indonesia telah menetapkan arahan
dalam kebijakan perbankan yang tertuang dalam delapan poin sebagai berikut
(2007)%:

1. Bank Indonesia akan menjalankan peran yang lebih aktif scbagai media
perantara (katalis) dalam memotivasi proses mediasi perbankan. Bank
Indonesia akan memposisikan diri sebagai salah satu sumber informasi,
studi, dan database industri dan perekonomian nasional maupun regional
yang dapat dipergunakan scbagai bantuan teknis untuk keperluan riset
maupun konsulfansi oleh seluruh pihak baik bank, UMKM, pemerintah
daerah, dan pemerintah pusat.

2. Bank Indonesia akan selalu berusaha untuk meningkatkan kerjasama dan
koordinasi dengan pemerintah dalam rangka untuk melakukan reformasi
terhadap industri perbankan, terutama untuk meningkatkan peranan bank
milik pemerintah.

3. Bank Indonesia akan selalu berusaha untuk memfasilitasi proses merger
bank. Berbagai insentif akan disediakan sesuai dengan ketetapan yang
telah diberlakukan pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia sebelumnya.
Oleh sebab itu Bank Indonesia harus berperan secara aktif untuk
memberikan encouragement terhadap bank-bank yang akan melakukan
proses merger. Bank Indonesia akan berperan sebagai perantara yang
bersifat netral, jujur, reasonable, dan optimal dalam proses matchmaking
antar bank.

4. Bank Indonesia akan memfasilitasi peran perbankan sebagai lembaga yang
meiljalankan fungsi intermediasi.

5. Bank Indonesia akan mengeluarkan arahan terhadap bank-bank asing
untuk dapat menjalankan fungsi intermediasi dan akan mengeluarkan
kebijakan khusus terkait pembatasan tenaga asing profesional di level
middle management dan kewajibannya untuk melaksanakan transfer

pengetahuan,

¥ (Bank Indonesia, 2007, pp- 22-23); Bank Indonesia. (2007). Indonesian Banking
Booklet. Jakarta: Directorate of Banking Licensing and Banking Information.
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6. Bank Indonesia akan secara proaktif menjalankan perannya dalam
mengembangkan pasar dan instrumen-instrumen keuangan.

7. Bank Indonesia akan melaksanakan program percepatan penerapan prinsip
syariah Indonesia. Program tersebut akan terdin dad tiga macam hal yaitu
sosialisasi terhadap masyarakat, pengayaan produk dan pelayanan syariah,
serta memperbanyak outlet-outlet pelayanan syariah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pasar keuangan dan
meningkatkan dukungan terhadap masuknya modal asing melalui
instrumen syariah.

8. Bank Indonesia akan melakukan kajian lanjutan terhadap peranan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) dan berusaha untuk meningkatkan peranan dan
kontribusinya terhadap sektor UMKM di seluruh negeri. Arah dar
kebijakan tersebut akan mencakup linkage program yang lebih fokus dan
terstruktur dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan
meningkatkan kemudahan distribusi bahan kebutuhan kedaerah pedesaan.

Arahan kebijakan perbankan diatas diperkuat dengan menerbitkan
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 9 Januari 2004. API merupakan
framework dasar yang komprehensif dan menyatakan secara jelas arahan dan
struktur perbankan di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun kedepan. Kebijakan
tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menciptakan sisiem perbankan yang
memiliki daya saing, kuat, dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem kenangan
yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dan adanya kebutuban blue print perbankan nasional dan sebagai
kelanjuian dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun
1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API
sebagai suatu kerangka menyelurub arah kebijakan pengembangan industri
perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dan
upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian
Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5
Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih

tersebut.
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Adapun framework API dapat dilihat pada gambar dibawabh ini:

Sistem’_’perb_ank-an yang s=hat, kuat. dan”
efisien guna menciptakan kastabilan sistem-keuangan -
dalam rangka membantu partumbuhan skonomi nasional

Gambar 4.3 Arsitektur Perbankan Indonesia

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang
lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam
mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia
merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum
dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak
terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian
nasional maupun internasional. Penyempumaan terhadap program-program API
tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai
pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API
diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang
mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR,
baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Seperti yang tercantum pada gambar diatas API terdiri dari beberapa
fujuan yaitu:

1. Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna
menciptakan kestabilan sistem kevangan dalam rangka membantu

pertumbuhan ekonomi nasional.
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2. Menciptakan sistem yang efektif untuk regulasi perbankan dan
supervisinya dan sejalan dengan standar internasional yang berlaku.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan kompetitif serta tahan
terhadap kemungkinan risiko yang timbul.

4. Menciptakan good corporate governance untuk memperkuat industri
perbankan nasional secara internal.

5. Menciptakan infrastruktur yang mendukung terwujudnya industri
perbankan yang sehat.

6. Perlindungan konsumen perbankan.

Sejak peluncurannya pada 9 Januari 2004 API telah mendapatkan banyak
masukkan agar dapat makin terintegrasi dengan perekonomian nasional. Lebih
dari itu perkembangan dunia perbankan telah mendorong program-program API
agar dunia perbankan Indonesia dapat berkompetisi di level internasional dengan
kualitas sumber daya manusia yang baik, teknologi informasi yang memadai, serta
infrastruktur pendukung yang mencukupi. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut
Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan pada program-program API
yang semula terdiri dari 19 program dengan 35 aktifitas menjadi 20 program
dengan 55 aktifitas. Program-program tersebut diterapkan secara bertahap sampai
dengan tahun 2013.

A&apun program-program yang terkait dengan implementasi Basel terkait
dengan pilar kedua yaitu implementasi best ﬁrac’tice internasional yang meliputi
penerapan 25 prinsip dasar Basel untuk supervisi perbankan yang efektif (2004-
2013), dan pencrapan Basel I (2008-2013). Selain itn pada pilar ketiga terdapat
program implementasi sistem supervisi yang berdasar risiko dan menggunakan
prinsip-prinsip risiko dari ketentuan Basel. Sedangkan pada pilar ketiga terdapat
program peningkatan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi risk
management.

Pencanangan implementasi ketentuvan Basel dalam Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) menandakan keseriusan Bank Indonesia dalam menerapkan

ketentuan tersebut dalam sistem perbankan di Indonesia.
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4.2 Krisis Ekonomi 1997

Fada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi luar biasa yang
merupakan bagian dari krisis ekonomi Asia yang bermula dari Thailand. Krisis
ekonomi tersebut menuntun masuknya campur tangan IMF secara intens dalam
kepentingan nasional Indonesia dengar: dalih penyelamatan ekonomi. Meskipun
bukan pertamakalinya Indonesia menerima bantuan dari IMF (pada tahun 1966
IMF untuk pertamakalinya memberikan bantuan kepada Indonesia} namun pada
bantvan krisis 1997 itulah serangkaian persyaratan yang mempengaruhi
kebijakan-kebijakan perekonomian makro Indohésia, termasuk implementasi

perjanjian Basel I, mulai diterapkan.

4.2.1 Penyebab Krisis Ekonomi 1997 di Indonesia

Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 merupakan hasil dari
serangkaian penyebab yang timbul secara bersamaan sehingga menghasilkan
kondisi yang tepat yang memungkinkan terjadinya bencana ekonomi tersebut.

Adapun penyebab-penyebab krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997
dapat dijabarkan sebagai berikut®®:

1. Pada saat ini Indonesia menganut sistem devisa bebas sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 16 Tanggal 17 April 1970 mengenai kebijakan baru dibidang
ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Aturan tersebut diperbarui dengan UU
No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Inti
dani kebijakan devisa bebas tersebut ialah setiap warga negara berhak untuk
memiliki dan menggunakan devisa. Pada awalnya kebijakan ini diterapkan
untuk mengundang masuknya investasi asing ke Indonesia, namun disatu sisi
hal tersebut juga membuka peluang sebesar-besamya kemungkinan seseorang

bermain di pasar valas.

2. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993)
hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah

58 (Tarmidi, 1998, pp. 4-8); Tarmidi, L. T. {1998, Juni 10). Krisis Moneter Indonesia :
Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Jakarta.
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nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai ruptah secara komulatif sangat
overvalued. Ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US
dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam
Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing
dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi
industri yang negatit. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah
dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang
impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak
berkembang, eksi:or menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilat
rupiah yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan

permainan spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata.

3. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek
dan menengah sehingga nilal tukar rupiah mendapat tekanan yang berat
karena tidak tersedia cukup devisa untvk membayar utang yang jatuh tempo
beserta bunganya®, ditambah sistim perbankan nasional yang lemah.
Alumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah
mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang
resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang
(oustanding official debf).

Ada tiga _pihlak yang bersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debifur.
Kesalahan pemerintah adalah, karena telah memberi signal yang salah kepada
pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiéh terus menerus overvalued dan
suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi
relatif mahal dan pinjaman dalam mata vang asing menjadi relatif murah.
Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan
pelarian dana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan
dananya dalam rupiah. Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan buah
simalakama. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi

devaluasi dan ini tejadi selama bertahun-tahun sehingga memberi rasa aman

& {(Wessel D. D., 1997, p. 22); Wésse!, D. B. (1998). “Cnsis Crusaders, Would-Be
Keyneses Debate How to Fight Global Woes. The Asian Wail Street Journal , 1, 16.
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dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar.
Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal yang diberikan oleh
pemerintah, Selain ifn pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan
terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan

proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN.

Bagi debitur dalam negeri, terjadinya utang swasta lnar negeri dalam jumlah
besar ini, di samping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatu gejala yang
dalam teori ekonomi dikenal sebagai fallacy of thinking, di mana pengusaha
beramai-ramai melakukan investast di bidang yang sama meskipun bidangnya
sudah jenuh, karena masing-masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri
saja dan tidak memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur
luar negeri juga ikut bersalah, karena kurang hati-hati dalam member
pinjaman dan salah mengantisipasi keadaan®. Jadi sudah sewajarnya, jika
kreditur lvar negeri juga ikut menanggung sebagian dao kerugian yang
diderita oleh debitur.

Kalau masalahnya hanya menyangkut utang luar negeri pemerintah
saja, meskipun masalahnya juga cukup berat karena selama bertahun-tabun
telah terjadi net capital outflow yang kian lama kian membesar berupa
pembayaran cicilan ntang pokok dan bunga, namun masih bisa diatasi dengan
pinjaman baru dan pemasukan modal luar negeri dari sumber-sumber lain.
Beda dengan pinjaman swasta, pinjaman luar negeri pemerintah sifatnya
jangka panjang, ada tenggang waktu pembayaran, tingkat bunganya relatif

rendah, dan tiap tahunnya ada pemasukan pinjaman baru.

% (Arifin, 2008, pp. 33-36); Arifin, S. (2008). Manajemen Pinjaman Luar Negeri Swasta
Indonesia: Pelajaran Berharga dari Krisis Keuvangan Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo; Tim Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) merupakan lim yang
dibentuk untuk mengawasi hutang luar negeri Indonesia yang terkait dengan program

pembangunan pemerintah diluar kerangka CGI dan IGGL

' (IMF Staff, 1998); IMF Staff. (1998, June). The Asian Crisis: Causes gnd Cures.
Retrieved May 24, 20140, from International Monetary Fund:
http:/www.imf.org/external/pubs/fi/fandd/1998/06/imfstaff htm
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Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800
perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar,
sementara utang pemerintah US$ 53,5 milyar, Sebagian besar dari pinjaman
luar negeri swasta ini tidak di hedge’®. Sebagian orang Indonesia malah bisa
hidup mewah dengan menikmati selisih biaya bunga antara dalam negeri dan
luar negert, misalnya bank-bank. Maka beban pembayaran utang lvar negeri
beserta bunganya menjadi tambah besar yang dibarengi oleh kinerja ekspor
yang melemah. Ditambah lagi dengan kemercsotan nilai tukar rupiah yang
tajam yang membuat utang dalam nilai rupiah membengkak dan menyulitkan
pembayaran kembalinya.

Pinjaman luar negeri dan dana masyarakat yang masuk ke sistim
perbankan, banyak yang dikelola secara tidak prudent (berhati-hati), yakni
disalurkan ke kegiatan grupnya sendin dan untuk proyek-proyek
pembangunan realestat dan kondomium secara berlebihan sehingga jauh
melampaui daya beli masyarakat, kemudian macet dan uangnya tidak
kembali®, Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam jumlah relatif besar yang
dilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan ke sektor investasi yang
tidak menghasilkan devisa (non-traded goods) di bidang tanah seperti
pembangunan hotel, resort pariwisata, taman hiburan, faman industri,
shopping malls dan realestat®. Proyek-proyek besar ini umumnya tidak
menghasilkan barang-barang ekspor dan mengandalkan pasar dalam negeri,
maka sedikit sekali pemasukan devisa yang bisa diandalkan untuk membayar
kembali utang luar negeri. Krugman melihat bahwa para financial
intermediaries juga berperan di Thailand dan Korca Selatan dengan moral
nekat mereka, yang menjadi penyebab utama dari krisis di Asia Timur.

Mereka meminjamkan pada proyek-proyek berisiko tinggi sehingga terjadi

2 (Nasution, 1997, p. 12); Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial Crisis
in Indonesia. 1997 Economics Conference (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUL

* (Nasution, 1997, p. 28); Nasution, A. {1997). Lessons from the Recent Financial Crisis
in Indonesia. 1997 Economics Conference (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUL.

M (Nasution, 1997, p. 9); Nasution, A. {1997). Lessons from the Recent Financial Crisis
in Indonesia. 1997 Economics Conference (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.
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investasi berlebihan di sektor tanah®. Mereka mulai mencari dollar AS untuk
membayar utang jangka pendek dan membeli doilar AS untuk di hedge’®.

. Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal sebagai hedge
funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang
dimiliki Indonesia pada saat itw, karena praktek margin trading, yang
memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar.
Dewasa ini mata uang sendiri sudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari
sektor ritl. Para spekulan ini juga meminjam dari sistim perbankan untuk
memperbesar pertamhaﬁ mereka. Itu sebabnya mengapa Bank Indonesia
memutuskan untuk tidak intervensi di pasar valas karena tidak akan ada
gunanya. Meskipun pada awalnya spekulan asing ikut berperan, tetapi mercka
tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas pecahnya krisis moneter ini. Sebagian
dari mereka ini justru sekarang menderita kerugian, karena mereka membeli
rupiah dalam jumlah cukup besar ketika kurs masih di bawah Rp. 4.000 per
dollar AS dengan pengharapan ini adalah kurs tertinggi dan rupiah akan balik
menguat, dan pada saat ifu mereka akan menukarkan kembali rupiah dengan
dollar AS”’. Namun pemicu adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari
Thailand antara Maret sampai Juni 1997, yang diserang terlebih dahulu oleh
spckulan dan kemudian menyebar ke negara Asia lainnya termasuk
Indonesia”. Krisis moneter yang terjadi sudah saling kait-mengkait di
kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (bufir 16 dari
persetujuan IMF 15 Januari 1998).

. Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar
dengan pita batas intervensi. Sistim ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai

tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi ketika sistim batas intervensi

% (Krugman, 1998); Krugman, P. (1998). What Happened to Asia. The Economist .
% (World Bank, 1998); World Bank. (1998). Jndonesia in Crisis, A Macroeconoinic

Update. Washington: World Bank.

7 (Wessel D. B., 1998); Wessel, D. B. (1998). “Crisis Crusaders, Would-Be Keyneses

Debate How to Fight Global Waes. The Asian Wail Street Journal , 1, 16.

% (Nasution, 1997, p. 1); Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial Crisis

in Indonesia. 1997 Economics Conference {p. 12). Jakarta: LPEM-FEUL
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ini dihapus pada tanggal 14 Agustus 1997%. Terkesan tidak adanya kebijakan
pemerintah yang jelas dan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisis'®
dan keadaan ini masih berlangsung hingga saat ini. Ketidak mampuan
pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan
mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan

cepat.

. Defisit neraca begjalan yang semakin membesar'”, yang disebabkan karena
laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan
melonjéknya pembayaran bunga pinjaman. Scbab utama adalah nilai tukar
rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor

menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-
besaran diming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh

perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya
_ keluar dalam jumlah besar'®*. Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan
luar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif
besar dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang
relatif stabil sekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar
negeri yang mengalir masuk. Setelah nilai tukar Rupiah tambah melemah dan
terjadi krisis kepercayaan, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri
meskipun dicoba ditahan dengan tingkat bunga yarig tinggi atas surat-surat

103

berharga Indonesia’ . Kesalahan juga terletak pada investor luar negeri yang

% (Nasution, 1997, p. 2); Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial Crisis

in Indonesia. 1997 Economics Conference (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.

100 (Nasution, 1997, p. 1); Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial Crisis

in Indonesia. /997 Economics Conference (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUL.

10! (IMF Research Department Staff, 1997, p. 10); IMF Research Department Staff.

(1997). Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks. Washington D.C: World
Bank.

12 (Greenwood, 1997); Greenwood, J. (1997). The Lessons of Asia’s Currency Crisis.

The Asian Wall Street Journal , 6.

'3 (Nasution, 1997, pp. 1, 11); Nasution, A. (1997). Lessons from the Recent Financial

Crisis in Indonesia. 1997 Economics Conjerence (p. 12). Jakarta: LPEM-FEUI.
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kurang waspada dan meremehkan resiko. Krisis ini adalah krisis kepercayaan
terhadap rupiah.

8. IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana
bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50
butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan
membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu
signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin
tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan pinjaman US$ 5 milyar
meminia pembayaran bunga yang lebih finggi dar pinjaman IMF, sementara
Brunei Darussalam yang menjanjikan pinjaman. US$ 1 milyar baru akan
mencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang
berjanji akan membantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai.
IMF sendiri dinilai banyak pihak telah gagal menerapkan program
reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang
krisis. -

9. Spekulan domestik ikut bermain'®. Para spekulan inipun tidak semata-mata
menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistim

perbankan untuk bermain.

10. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas
~menyerbu membeii dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah
bisa menarik keuntungan dar merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah
snowball effect, di mana serbuan terhadap dollar AS makin lama makin besar.
Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumi dan etnis Cina, sudah sejak
tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannya ke luar negeri
mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri. Sejak awal Desember
1997 hingga awal Mei 1998 telah terjadi pelarian modal besar-besaran ke luar
negeri karena ketidak stabilan politik seperti isu sakitnya Presiden dan

105

Pemilu ™. Kerusuhan besar-besaran pada pertengahan Mei yang lalu yang

'™ (Wessel D. D., 1997, p. 22); Wessel, D. D. (1997). Money Trail: Who Ruptured the
- Rupiah. The Asian Wall Street Journal , 1,22,

' (World Bank, 1998, p. 1.4;1.10); World Bank. (1998). Indonesia in Crisis, 4
Macroeconomic Update. Washington: World Bank.
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ditujukan terhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat
ini akan keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Padahal mereka
menguasai sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan
akibat mereka membawa keluar harta kekayaan mereka dan untuk sementara

tidak melakukan investasi baru,

11. Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah
terhadap dollar AS. Setelah Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga
mata uang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang, karena
mata uang negara-negara Asia ini dipatok dengan dollar AS. Daya s'a-ing
negara-negara Asia Timur meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak
perusahaan Jepang melakukan relokasi dan investasi dalam jumlah besar di
negara-negara ini. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalik menguat terhadap yen
Jepang, sementara nilai ulang dari negara-negara ini dalam dollar AS
meningkat karena meminjam dalam yen, sehingga menimbulkan krisis

keuvangan.

Faktor-faktor diatas secara sempurna menyebabkan pecahnya krisis
ekonomi di Indonesia. Namun begitu penycbab utama dari terjadinya kosis
ekonomi di Indoncsia ialah terjadinya aliran dana asing yang bersifat jangka
pendek atau lebih dikenal dengan istilah hof money yang masuk melalui sistem
perbankan nasional. Aliran dana asing yang sebagian besar berupa hutang jangka
pendek dalam mata vang asing ini berasal dati mutual-mutual fund besar di luar
negeri seperti Fidelity Investment, Putnam Investment, Templeton Emerging
Market Fund, Peregrine Securities dan lain sebagainya.

Perusahaan-perusahaan mutual fund tersebut memiliki dana yang sangat
besar dan mampu untuk menggerakkan dana dalam kecepatan yang tidak terduga
sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang hebat dalam sistem perekonomian
suatu negara.

Hutang yang sangat besar dalam bentuk valuta asing dan tidak
berimbangnya devisa yang tersedia untuk meng-cover seluruh hutang tersebut
menyebabkan nilai tukar dollar AS melambung dengan sangat tinggi. Oleh sebab
itu tindakan paling utama yang harus didahulukan untuk mengatasi krisis ekonomi

pada saat itu ialah dengan memecahkan permasalahan hutang swasta luar neger,
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membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan tingkat kepercayaan
masyarakat baik dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia,

menstabilkan nilai tukar rapiah, dan mengembalikan stabilitas sosial dan politik.

4.2.2 Penyelesaian Krisis Ekonomi Indonesia

Cara tercepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas
ialah dengan meminia bantuan pihak asing untuk menanamkan dananya di
Indonesia baik dalam bentuk investasi maupun hutang. Dikarenakan negara-
negara yang mengalami krisis ekonomi pada umumnya berada pada keadaan yang
sangat tertekan hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan
internasional terhadap negara tersebut sehingga untuk mendapatkan bantuan
secara ekonomi merupakan hal yang tidak mudah.

Disinilah peranan International Monetary Fund (IMF) dibutuhkan oleh
negara-negara yang mengalami krisis ekonomi seperti Indonesia. IMF sebagai
organisasi keuangan internasional memiliki pengaruh dan kewenangan yang
sangat besar untuk dapat mengembalikan tingkat kepercayaan dunia internasional
terhadap negara-negara yang mengalami krisis ekonomi.

Pada awal tahun 1997 Indonesia pemerintah Indonesia melakukan
pendekatan awal dengan IMF pada saat berlangsungnya Sidang Tahunan IMF dan
Bank Dunia yang berlangsung di Hong Kong. Pada awalnya Indonesia hanya
berkeinginan unfuk mengundang IMF dalam Technical Assistance Mission untuk
melihat perkembangan yang terjadi di sektor moneter dan perbankan Indonesia.
Namun selanjutnya undangan tersebut berubah menjadi undangan untuk
memberikan bantuan program ke Indonesia'®.

Hanya dalam waktu beberapa minggu utusan dari IMF yang diwakili oleh
Bijan Aghevli, Wakil Direktur dari Departemen Asia yang berasal dari Iran
- datang ke Indonesia bersama dengan tim Monetary and Exchange Affairs

Department (MAE) yang secara khusus melakukan assesment terhadap kondisi

_ '% (Harinowo, 2004, p. 33); Harinowo, C. (2004). IMF: Penanganan Krisis & Indonesia
Pasca-IMF. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
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perbankan Indonesia. Kedua tim tersebut merupakan tim yang berada dalam satu
koordinasi dengan tim dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Setelah melakukan assesment terhadap kondisi perekonomian dan
perbankan Indonesia tersebut Ivr pada 5 November 1997 mengambil keputusan
untuk menyetujui pemberian bantuan terhadap Indonesia dalam bentuk Stand by
Arrangements'®”’. Bantuan tersebut baru akan dicairkan jika Indonesia telah
mematuhi berbagai ketentuan yang tertuang dalam prakondisi IMF. Mengenai
sepak terjang IMF di Indonesia ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

4.3 IMF di Indonesia

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan IMF yang terjadi pada tahun
1997 bukan merupakan hal yang pertama kali bagi kedua pihak tersebut.
Kerjasama antara Indonesia dan IMF untuk pertama kalinya terjadi pada tahun
1966 untuk menyelesaikan krisis ekonomi pada saat itu yang apabila dipelajani
secara Seksama lebili dikarenakan pemmasalahan politik dibanding dengan
permasalahan ekonomi semata'®®.

Sedangkan pada saat IMF memberikan bantuannya saat krisis ekonomi
1997 prasyarat-prasyarat yang ditentukan sangat mempengaruhi kebijakan-
kebijakan ekonomi makro Indonesia dikemudian har, termasuk diantaranya
- penerapan standar-standar internasional seperti Basel II Accord dengan dalih
sebagai salah satu perangkat untuk menjamin terwujudnya stabilitas

perekonomian di Indonesia.

4.,3.1 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1966

Peranan IMF di Indonesia pada tahun 1966 dimulai beberapa tahun

sebelumnya yaitu ketika presiden Soekarno memainkan perannya sebagai pelopor

1% (Harinowo, 2004, p. 34); Harinowo, C. (2004). JMF: Penanganan Krisis & Indonesia
Pasca-IMF, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

1% (Koalisi Anti Utang, 2008); Koalisi Anti Utang. (2008, November 7). Mengulas jejak
IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti. Retrieved May 24, 2010, from Koalisi Anti Utang:
http://kav.or.id/content/view/48/2/
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gerakan non-blok yaitu gerakkan yang memposisikan negara-negara anggotanya
untuk tidak berpihak kepada salah satu blok dari dua blok kuat dunia pada saat itu
yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Peranan non-blok ini dapat
dimainkan secara cantik oleh presiden bduekarno dengan mendapatkan dukungan
negara-negara dunia ketiga sebagai anggotanya.

Meski demikian kedua negara blok tersebut tetap menginginkan agar
Indonesia memihak salah satu dari antara mereka. Amerika Serikat
mempergunakan IMF sebagai alatnya, pada tahun 1962 delegasi IMF mengadakan
kunjungan ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial kerjasama.
Setahun kemudian tepatnya pada bulan Maret 1963 hutang sebesar USD 17 juta
diberikan oleh IMF kepada Indonesia, yang ditanggapi oleh pemerintah Indonesia
dengan menerbitkan serangkaian kebtjakan ekonomi baru yang meliputi devaluasi
rupiah, anggaran negara yang ketat, dan pemoiongan subsidi yang seluruhnya
sejalan dengan resep kebijakan IMF'%.

Namun hubungan mesra antara IMF dengan pemerintahan Soekarno
terganggu dengan aksi Inggris yang mendeklarasikan Malaysia sebagai negara
federasi yang direstui oleh Inggris dengan menambahkan wilayah Sabah,
Serawak, dan Singapura. Presiden Soekarno melihat hal tersebut sebagai upaya
untuk mengganggu stabilitas wilayah Asia Tenggara dan berujung dengan krisis
Indonesia — Malaysia.

Dukungan negara-negara barat terhadap kemerdekaan federasi Malaysia
ini diwujudkan dengan diakuinya kemerdekaan Malaysia tersebut oleh PBB, suatu
hal yang sangat membuat presiden Soekamo geram dan melancarkan aksi keluar
dari keanggotaan PBB dan juga memutuskan hubungannya dengan IMF dan
membatalkan seluruh kerjasama yang pernah dibuat. Hal ini juga dipertegas

presiden Sockarno dalam rapat akbar di Jakarta pada Agustus 1965 dengan

' (Koalisi Anti Utang, 2008); Koalisi Anti Utang. (2008, November 7). Mengulas jejak
IMF di Indonesia, Intervensi tanpa henti. Retrieved May 24, 2010, from Koalisi Anti Utang:
http://kau.or.id/content/view/48/2/

IMplementasi basel..., Sandy Wardhana, Pascasarjana Ul, 201QJpiversitas Indonesia



99

menyerukan “Go fo hell with your aid!” terhadap Amerika yang dalam hal ini
diwakili oleh IMF''°.

Meski presiden Soekarno berhasil membela harkat diri bangsa Indonesia
dengan menyatakan sikap tegasnya untuk menolak bamwan Amerika Serikat yang
diwakili oleh IMF, namun Soekarno tidak berhasil menyelamatkan kondisi
perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk yang ditendai dengan tingkat
inflasi mencapai 600%.

Peristiwa G30S8/PKi menandai berakhimnya kepemimpinan Soekarno.
Dibawah kepemimpinan presiden Soehﬁrto hubungan Indonesia dengan IMF
kembali terjalin dengan baik. Kebijakan-kebijakan rezim orde baru memang dekat
dengan kepentingan Amerika, namun meskipun demikian pemerintah Amerika
tidak ingin memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral, mereka
“menitipkan” kepentingan ekonomi politik mercka lewat IMF, dengan kucuran
dana bantuan sebagai bargaining terhadap kepentingan tersebut. Pada akhir tahun
196€, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah
orde baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan
Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia,
menimbulkan reaksi negara-negara barat. Mereka segera memberikan hibah
sebesatr USD 174 juta dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari
keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi itang karena USD 534 juta
harus dikelvarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Tanpa
rescheduling utang ini maka tidak dimungkinkan negara-negara barat memberi
utang utang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya rescheduling merupakan
cara agar negara-negara barat bisa mengucurkan utang baru ke Indonesia. Pada
Desember 1966, di ikuti dengan pertemuan Paris Club yang menyepakati
moratorium utang sampai tahun 197luntuk pembayaran cicilan pokok utang
jangka panjang yang disepakati sebelum tahun 1966. tanpa dukungan IMF dan
Amerika inisiatif moratorium ini tidak akan terjadi.

1% (New World Encyclopedia); New World Encyclopedia. (n.d.). Sukarno. Retrieved
May 24, 2010, from New World Encyclopedia: http://www newworldencyelopedia
.org/entry/Sukarno
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Namun imbas dari moratorium yang disepakati dalam paris club hanya
bersifat sementara karena setelah tahun 1976 pembayaran utang berlanjut
kembali. Mulai saat itu para kreditor diuntungkan oleh kesepakatan yang tidak
pernah terjadi sebelumnya, Semua Utang yang ditandatangani sebelum tahun
1966 (pada pemerintahan Sukarno) harus dibayar dalam 30 kali cicilan dalam
kurun waktu antara tahun 1970 sampai 1999. Tanggungan pembayaran ini diikuti
dengan devaluasi dan perubahan nilai tukar, yang menjadikan Indonesia sebagai

negara dengan nilai tukar mengambang paling bebas di dunia.

4.3.2 Peranan IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia 1997

Peranan IMF pada saat krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1966 dinilai
sebagai salah satu contoh sukses IMF dalam mengatasi krisis ekonomi. Oleh
sebab itu kefika untuk kedua kalinya Indonesia mengalami krisis perekonomian
maka tanpa ragu-ragu pemerintah Indonesia berpaling kepada IMF untuk dapat
memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Kerjasama antara Indonesia dan IMF untuk keduakalinya tersebut ditandai
dengan disetujuinya program pemberian bantuan dalam bentuk Stand-by
Arrangements senilai SDR 7.338 juta. Dalam pencairan yang pertama, pinjaman
yang dikucurkan berjumlah SDR 2.200 juta atau senilai kurang lebih USD 3.040
juta.

Bantuan IMF terbagi menjadi dua hal, yaitu bantuan yang disebut sebagai
First Line of Defence yang terdiri dari bantuan IMF, Bank Dunia, dan ADB
sejumiah SDR 7.338 juta tersebut, sedangkan yang kedua adalah bantuan yang
disebut sebagai Second Line of Defence yang berupa pinjaman bilateral yang
dijanjikan akan berjumilah lebih dari USD 40 miliar yang akan diberikan oleh
negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Australia,
Cina, dan Hong Kong. Namun demikian strategi bantuan diatas sebetulnya hanya
bersifat kosmetik, karena pada hakikatnya bantuan yang berupa Second Line of
Defence baru dapat dikucurkan apabila bantuan dari First Line of Defence telah
habis terpakai seluruhnya. Dalam perjalanan wakftu bantuan Second Line of
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Defence hanya dikucurkan oleh pemerintah Jepang, sementara negara-negara
lainnya tidak merealisasikan bantuan tersebut seperti yang dijanjikan oleh IMF.,

Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31
Oktober 2007 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pertamia yang
berisikan perjanjian 3 tahun dan kucuran utang sebesar US$ 7,3 milyar. Namun
kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia,
tidak lebih dari saiu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri
besar-besaran vyang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan
pénurunan nilai tukar rupiah secara drastis. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50%
penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan
IMF untuk menutup 16 bank membuat masyarakat panik dan menarik vangnya di
bank-bank nasional dan sebagian di bank asing, untuk mengatasi goncangan ini
IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah
mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada
bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap''".

Dalam perjanjiam IMF dengan pemerintah menyatakan bahwa setelah
pemerintah menyalurkan obligasi rekap kepada bank-bank yang kolaps, maka
bank tersebut harus segera dijual kepada pihak swasta. Dengan demikian
pemerintah akan terbebas dari kewajiban untuk membayar bunga dari obligasi
tersebut. Sedangkan IMF memberi batasan waktu penjualan bank-bank tersebut
yang mengakibatkan murahnya harga bank-bank tersebut, dan para pembeli
domestik maupun asing masih menikmati bunga dari obligasi rekap yang lebih
besar jumlahnya dari pada harga bank itu sendid. Obligasi pemerintah yang
melekat pada bank-bank bermasalah selurnhnya sebesar Rp. 430 trilyun dengan
kewajiban membayar bunga Rp. 600 trilyun yang dibebankan kepada pemerintah.

Ada resep generik yang diberikan IMF pada semua pasiennya yaitu
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